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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan  
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (’). 
Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B be ب
 ta T te ت
 (s\a s\ es (dengan titik di atas ث
 jim J je ج
 (h}a h} ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D de د
 (z\al z\ zet (dengan titik di atas ذ
 ra R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es س
 syin Sy es dan ye ش
 (s}ad s} es (dengan titik di bawah ص
 (d{ad d} de (dengan titik di bawah ض
 (t}a t} te (dengan titik di bawah ط
 (z}a z} zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain G ge غ
 fa F ef ؼ
 qaf Q qi ؽ
 kaf K ka ؾ
 lam L el ؿ
 mim M em ـ
 nun N en ف
 wau W we و
 ha H ha ػو
 hamzah ’ apostrof ء






2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Contoh: 
 kaifa :َكْيفََ
 haula : َىْوؿََ
3. Maddah  
Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Contoh: 
 ma>ta :  َماتََ
 <rama :  َرَمى
 qi>la :  ِقْيلََ
 yamu>tu :  ََيُْوتَُ
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah a a اََ
 Kasrah i i اَِ
 d}amah u u اَُ
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i َىىَْ 
 fath}ah dan ىَػوَْ
wau 







 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas  ...َ ا      ...َ ى  
 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى






Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 <raud}ah al-at}fal :  َرْوَضُةَاْْلََْطَفاؿَِ
 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  اَْلَمِديْػَنُةَاْلَفاِضَلةَُ
 al-h}ikmah :   َاْْلْكَمةَُ
5. Syaddah (Tasdi>d)  
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d ( َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 <rabbana : َربَّناََ
َنا  <najjaina:  ََنَّيػْ
 al-haqq :  َاْلَْقَ 
 nu‚ima :  نُػعِّمََ
 aduwwun‘ :  َعُدوَ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َِّىي  ( maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ :  َعِليَ 
 (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : َعَرَِبَ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu :  اَلشَّْمسَُ
 (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :  اَلزَّْلزََلةَُ






 al-bila>du :   اَْلِباَلدَُ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ُمُرْوفََََتأَْ   : ta’murun > 
 ‘al-nau :   اَلنػَّْوعَُ
 syai’un :   َشْيءَ 
 umirtu :   أُِمْرتَُ
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  
Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (اهلل) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh: 
 billa>h بِاَهلل di>nulla>h ِدْيُنَاهللَِ
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 Contoh: 
ُىْمَِفََْرْْحَِةَاهللَِ  hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 






kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 







w.   = Wafat tahun 
QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 
HR   = Hadis Riwayat 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
 صفحة = ص
 بدوفَمكاف =  دـ
سلمَصلىَاهللَعليوَو =  صلعم  
 طبعة =  ط
 بدوفَناشر =  دف
اىلَاخره\اىلَاخرىا =  اخل  
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Judul Skripsi :  Analisis Komparasi Terhadap Al-Istibdal Wakaf (Studi 
Pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisiskan 
perbedaan pendapat dari kedua Mazhab yakni Mazhab Maliki dan Mazhab 
Hambali tentang praktik istibdal wakaf serta pemberdayaan wakaf yang 
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.  
Penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang 
berpedoman terhadap pengelolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. 
Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder dan data primer. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu 
yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah 
yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisiskan dalam 
literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas lalu menyimpulkannya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan pada 
pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terkait dengan praktik istibdal 
wakaf. dalam penulisan ini pendapat Mazhab Maliki membedakan dua kategori 
dalam melakukan praktik istibdal wakaf yakni harta benda wakaf yang bergerak 
dan harta benda wakaf yang tidak bergerak. harta benda wakaf yang bergerak 
dibolehkan melakukan praktik istibdal wakaf dengan syarat harta benda wakaf 
yang bergerak itu sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sedangkan harta benda 
wakaf yang tidak bergerak tidak diperbolehkan melakukan praktik istibdal kecuali 
dengan keadaan darurat diantaranya perluasan mesjid, kuburan dan jalanan umum. 
Berbeda halnya dengan Mazhab Hambali yang tidak membedakan harta benda 
wakaf bergerak ataupun harta benda wakaf yang tidak bergerak. Mazhab ini lebih 
mengedepankan kemanfaatan wakaf tersebut, jika sudah tidak dapat digunakan 
oleh masyarakat maka dibolehkan melakukan praktik istibdal sesuai dengan syarat 
dan ketentuannya. Serta kebolehan dalam melakukan praktik istibdal wakaf pada 
Mazhab Hambali ini cukup relevan dengan kondisi di Indonesia, yang sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang sama-sama 
memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan kemanfaatan wakaf dan 
pemberdayaan harta benda wakaf.  
Implikasi dari penelitian tersebut: dengan adanya kebolehan dalam 
melakukan praktik istibdal wakaf ini, dapat memudahkan serta membantu dalam 
menentukan problematika dikalangan masyarakat terkait dengan praktik istibdal 









A. Latar Belakang Masalah 
           Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi Spiritual, 
juga menjadi ajaran yang menekankan pentingnya dalam mewujudkan 
kemashlahatan, baik itu untuk masyarakat terbatas (waqaf dhurri) ataupun 
masyarakat luas (waqaf khairi) yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pengkajian 
ulang terhadap konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih sesuai dalam 
kondisi yang terjadi di masyarakat menjadi sangat penting. Di samping berfungsi 
ubudiyah juga berfungsi sebagai Sosial. Sehingga wakaf itu sebagai salah satu 
usaha untuk mewujudkan serta memelihara hablun min Allah dan hablun min-nas. 
 Wakaf yakni suatu bentuk Ibadah sosial Keagamaan Islam yang sudah 
ada, wakaf tersebut dianjurkan bagi kaum Muslimin, karena akan selalu mengalir 
pahala bagi wakif (orang yang berwakaf) kalaupun yang bersangkutan ini sudah 
meninggal dunia.
1
 Dalam arti bahwa seorang Muslim mewakafkan harta benda 
yang dimilikinya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar mendapatkan 
keberkahan. Hal demikian menunjukkan bahwa berwakaf merupakan wujud dari 
ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT.  Sebagaimana yang terdapat dalam 
hadis Nabi saw sebagai berikut: 
 
شَىَا إِْسَمِؼٍُم هَُى اتُْه  شَىَا ٌَْذٍَى تُْه أٌَُّىَب َوقُرٍَْثَحُ ٌَْؼىًِ اتَْه َسِؼٍٍد َواْتُه ُدْجٍس قَانُىا َددَّ  َجْؼفٍَس َػْه اْنؼَََلِء َػهْ َددَّ
ْوَساُن اوْقَطَغَ  ُ َػهٍَْهِ َوَسهََّم قَاَل إَِذا َماَخ اْْلِ ِ َصهَّى َّللاَّ  َػْىهُ َػَمهُهُ إََِّّ ِمْه شَََلشٍَح أَتٍِِه َػْه أَتًِ هَُسٌَْسجَ أَنَّ َزُسىَل َّللاَّ
هُ إََِّّ ِمْه َصَدقٍَح َجاِزٌَحٍ أَْو ِػْهٍم ٌُْىرَفَُغ تِهِ أَْو َونٍَد َصانٍِخ ٌَْدُػى نَ   
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Departemen Agama, Perkembangan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat 






Artinya :  
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu 
Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada 
kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Semua amal manusia yang tidak akan terputus kecuali tiga perkara yaitu 
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu 
mendoakan orang tuanya. (HR Muslim No.3085)
2
 
Hadis ini menyatakan bahwa shadaqah jariyah adalah suatu bentuk amal 
yang akan terus mengalir manfaat dan pahalanya. Namun dari  keseluruhan 
shadaqah jariyah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ulama fiqih yakni 




Pasal 1 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf merupakan 
perbuatan hukum wakif untuk memberikan atau menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingan dalam keperluan ibadah serta kesejahteraan umum 
menurut syariah hukum.  
Perkembangan wakaf yang terus menerus berkembang, yang pada awalnya 
wakaf hanya bisa dipahami dalam bentuk manfaatnya yakni tempat peribadatan 
misalnya berupa masjid atau musholah. Problematika terjadi diawali dengan 
perubahan yang terjadi pada wakaf  paling mendasar yang telah dilakukan pada 
masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sangat bervariasi, baik 
dari bentuk suatu tujuannya maupun objeknya serta berubah orientasinya, baik 
dari keperluan Agama semata menuju keperluan masyarakat. Masyarakat Islam 
pun mulai sadar akan pentingnya berwakaf, sehingga mereka merealisasikan 
kembali peninggalan wakaf yang masih ada serta mengembangkannya menjadi 
wakaf produktif, memperbaiki pola manajemen serta sistem Adminitrasinya. 
Namun dengan seiringnya waktu berjalan, banyak problematika yang terjadi pada 
                                                             
2
Syeh Imam Muhyidin Zakariyah Yahya bin Syaraf , Kitab Shahih Muslim (Jilid 1; 
Damaskus Syiria, 2010), h. 3085.  
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perwakafan, salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta benda 
wakaf. Khususnya di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam dengan berpedoman pada UU. No. 41 Tahun 2004 dan Komplikasi Hukum 
Islam di Indonesia ini masih diperdebatkan sesuai dengan kaidah yang dijadikan 
petunjuk oleh masing-masing pengikut mazhab fiqhi terkait dengan praktik 
Penggantian harta wakaf, pada fiqih Islam menyebutkan yaitu Istibdal. Istibdal 
yakni suatu barang yang dijadikan pengganti dari wakaf asli yang sudah terjual.
4
   
Ulama Mazhab yang memiliki perbedaan dalam mengahasilkan banyak 
varian pandangan sebagai alternatif untuk memilih pendapat sesuai dengan 
kondisi masing-masing orang bahkan kelompok. Keberagaman para pendapat 
Ulama tersebut yakni satu dari sekian banyak poin yang menunjukkan bahwa 
hukum islam adalah hukum yang sangat dinamis shalih li kulli zaman wa makan. 
Kapasitas ulama yang mujtahid memiliki persyaratan yang begitu ketat, 
sedangkan problematika yang dihadapi manusia kian kompleks.
5
  
Keaslian praktik Istibdal wakaf  ini mengandung permasalahan dikalangan 
fuqaha, sebagian dari mereka mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun 
ada yang menentang pemberlakuannya. Para Ulama Fiqhi khususnya bertolak 
belakang dari pendapat dalam melegalisasi praktik Istibdal. Sebagian dari mereka 
sangat melarangnya secara mutlak, sebagian pula melarangnya kecuali dalam 
keadaan tertentu yang bisa di katakan darurat sehingga diberlakukan, dan sebagian 
lain memperkenannya karena ada syarat dari waqif sebelumnya atau ada alasan 
untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.
6
 perbedan pendapat tersebut dapat 
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Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Fiqhi Waqaf, (Jakarta: llMan, 2003), h. 349. 
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Muammar  Muhammad  Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika 
Iktilaf Mazhab Fikih”, Al Ulum 14, no. 1 (Juni 2014), h. 186. 
http//scholar.google.com/jurnal/muammar/muhammad/bakry/23p3 (Diakses 29 Januari 2021) 
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dilihat melalui kecenderungan dengan berkembangnya didalam mazhab-mazhab 
fiqh tersebut.  
Kalangan Ulama Mazhab Imam Syafi‟i contohnya, yang mayoritas 
Muslim di Indonesia berpegang pada pandanganya. Dalam masalah penggantian 
barang wakaf, kalangan Ulama Mazhab Syafi‟iyah dikenal lebih berhati-hati 
dibanding Ulama Mazhab lainnya. Hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak 
melarang istibdal dalam situasi apapun. Mereka mensinyalirkan penggantian 
tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Tetapi, dengan kehati-
hatian yang ekstra mereka tetap membahas masalah penggantian dari beberapa 
barang wakaf yang bergerak. Penggantian benda wakaf hanya berkisar seputar  
hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang sudah kering, atau batang pohon 
yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana hal itu menghilangkan 
manfaat semua barang. Salah satu Ulama Syafi‟iyah, Imam Syairazi 
menjelaskan,” jika kita mengizinkan penjualan barang wakaf, maka nilai 
harganya harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada”.  
Ulama Syafi‟iyah mensyaratkan, uang yang didapat dari hasil 
penjualannya harus digunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai 
gantinya. Pendapat seperti ini dapat diberlakukan jika barang berupa benda gerak. 
Mayoritas dari mereka mengunggurkan pendapat yang menyatakan bahwa barang 
tersebut tetap sebagai wakaf, walaupun sudah rusak, tetapi tidak bisa dijual. 
Ulama Syafi‟iyah melarang penjualan barang wakaf selama masih mendatangkan 
hasil sedikit apa pun, meski dalam proses pengadilan melalui Hakim memberikan 
izin dalam penjualannya. Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi lebih terlihat 
terlihat elastis dan cenderung mempermudah izin dari praktik ini dengan tetap 





terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga 
keberlangsungan harta wakaf.  
Kitab Al-mughni Imam bin Hambal berpendapat: “ Imam Ahmad pun 
berkata dalam riwayat Abu Daud” jika di dalam mesjid itu terdapat dua 
barang kayu yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan 
hasilnya diberikan kepada masjid tersebut.”
7
  
Imam Hanafiyah membolehkan adanya Istibdal tersebut, dengan 
merpertimbangkan kepada kemaslahatan yang menyertai praktik tersebut. 
Pembolehan itu bertolak dari sikap toleran dan keluasan yang sangat dijunjung 
tinggi oleh penganut Mazhab Hanafiyah. Bahkan menurut Hanafiyah, Istibdal 
boleh dilakukan oleh siapapun baik wakif (orang yang berwakaf) maupun Hakim 
tanpa melihat jenis yang diwakafkan. Kedua Mazhab ini sepakat melegalkan 
praktik Istibdal manakala benda wakaf sudah tidak memiliki manfaat di dalamnya 
dan benar-benar terdapat aspek kemaslahatan di dalamnya.
8
 Dalam masalah boleh 
tidaknya penggantian barang wakaf, Ulama Mazhab Malikiyah membolehkannya 
dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. 
Imam Malik berkata, “jika kuda yang diwakafkan untuk perang dijalan 
Allah menjadi lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk 
mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat,”  
Pendapat Mazhab Maliki dalam benda bergerak membolehkan untuk 
diperjualbelikan jika benda wakaf tersebut sudah tidak memiliki manfaatnya. 
Beda halnya dengan benda wakaf yang tidak bergerak Mazhab Maliki tidak 
membolehkan benda wakaf yang tidak bergerak diperjualbelikan dengan secara 
tegas ia melarangnya kecuali dengan dalam sangat darurat. Ulama Hambali tidak 
membedakan antara barang yang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan mereka 
mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil yang mereka 
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gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak.
9
 Sebagai contoh, 
mereka menganalogikan bolehnya penggantian barang wakaf selain kuda, baik 
dari jenis benda bergerak maupun tak bergerak dengan mendasarkan pada ijma‟ 
yang membolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan sudah tidak bisa 
digunakan untuk berperang, kendatipun masih bisa digunakan untuk kebutuhan 
lain seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Jika barang wakaf rusak dan tidak 
dapat menghasilkan apapun, maka barang wakaf tersebut boleh dijual dan 
uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai gantinya. Demikian 
pula dengan kuda wakaf yang sudah tidak bisa digunakan berperang karena tua 
dan lemah boleh dijual untuk dibelikan kuda baru lagi. Sehingga dalam golongan 
Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mereka memiliki mashalahat mursalah 
pada umat serta metode maslahat murasalah yang munasib menjadi alasannya.
10
 
Uraian latar belakang tersebut penulis menarik kesimpulan pada kedua Mazhab 
yang berbeda dalam memahami pratktik Istibdal bahwasanya  menurut Mazhab 
Maliki pelaksanaaan Istibdal ini terbagi menjadi dua bagian yakni benda wakaf 
bergerak dan benda wakaf tidak bergerak. Menurut Mazhab Maliki benda wakaf 
bergerak dapat diperjualbelikan dengan melihat kemaslahatan yang ada. 
sedangkan benda yang tidak bergerak seperti masjid, bangunan-bangunan, dan 
jalan raya tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat saja. Namun 
berbeda halnya dengan Mazhab Hambali yang tidak membedakan antara barang 
yang bergerak dan tidak bergerak. Menurut pendapat Mazhab Hambali harta 
wakaf tersebut ditukarkan (dijual) atau diganti dengan harta benda yang bisa 
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memberikan manfaat seperti harta yang telah diwakafkan. Dengan demikian 
dalam perbedaan pendapat kedua Imam Mazhab tersebut yang  menjadikan 
penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam pada praktik Istibdal 
wakaf dengan mendekatkan atau menyesuaikan pada pemberdayaan wakaf yang 
ada di Indonesia. 
B. Rumusan Masalah  
     Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa  Rumusan masalah yang 
akan diteliti sebagai berikut:  
1. Bagaimana Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali tentang 
Istibdal Wakaf? 
2. Bagaimana Istinbath Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali tentang 
Istibdal Wakaf ? 
3. Bagaimana relevansi pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali 
terhadap pemberdayaan wakaf di Indonesia?  
C. Pengertian Judul    
Untuk memahami intisari serta garis besar yang akan dibahas dalam skripsi 
ini, sehingga diperlukan penjabaran yang mudah untuk dipahami terkait point-
point penting dari judul skripsi ini sebagai berikut:  
a. Analisis yakni sifat atau bentuk dari uraian, penguraian, serta kupasan.11  
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c. Al-Istibdal Adalah suatu benda yang menggantikan harta wakaf dengan benda 




d. Mazhab yaitu pemikiran atau ijtihad seorang Imam-Imam Mazhab dalam 
menerapkan suatu hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadis. 
 
D. Kajian Pustaka  
   Sejauh pengamatan penulis mengenai pembahasan pustaka (library 
research) yang membahas tentang praktik Istibdal wakaf. ada beberapa karya tulis 
yang membahas tentang wakaf atau setidaknya berkaitan dengan pembahasan ini 
diantaranya:    
Drs. H. Idham Khalid  Baedawi, Fiqhi Wakaf, Jakarta 2003, dalam buku 
ini membahas tentang dasar-dasar umum perwakafan dalam Islam, syarat-syarat 
dan rukun wakaf, dan wakaf dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.   
Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag, Pengantar Memahami Mazhab, Gowa 
Sulawesi Selatan 2017, dalam buku ini membahas tentang pemahaman terhadap 
Imam-Imam Besar Mazhab baik itu Biografi dari Mazhab Syafi‟i, Mazhab Hanafi, 
Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Serta Istinbath Hukum dari keempat 
Mazhab tersebut. 
Skripsi yang berjudul “Perubahan Benda Wakaf (Studi  Komparasi 
Mazhab Hanafi dan Syafi‟i)” Oleh Ubaidillah Aziz Lulus Tahun 2015. Dalam 
skripsi tersebut mazhab Hanafi membolehkan melakukan Istibdal terhadap harta 
benda wakaf apabila seorang wakif mensyaratkan bolehnya menjual harta wakaf 
sedangkan dalam mazhab syafi‟i tidak membolehkan menjual atau menggantikan 
harta benda wakaf selagi masih mendatangkan kemanfaatan.     
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Skripsi yang berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf” Oleh 
Nurkhayatun Nufus Lulus Tahun 2012. Dalam skripsinya berisi tentang Proses 
pada praktik Istibdal menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang 
Perwakafan.    
Jurnal Jurisprudentie Vo. 3 No. 2, Desember 2016. Oleh Musyfika Ilyas. 
Yang berjudul “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam” Jurnal ini 
mengkaji praktik istibdal dalam hukum Islam diperbolehkan demi kemashlahatan 
umum dengan berbagai pertimbangan dan harus sesuai pada Undang-Undang 
yang berlaku. 
Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahahij Vo. 14 No. 2, Desember 2020 
Oleh Sarmo. Yang berjudul “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi 
Kasus Perubahan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedugbanteng 
Kabupaten Banyumas)” Jurnal ini mengkaji Praktik Istibdal wakaf di Desa 
Keniten yang memiliki tujuan untuk kepetingan sosial serta kemashlahatan, 
berupa lembaga pendidikan TK Diponegoro 136 Keniten.  
Dari beberapa rujukan diatas yang digunakan oleh penulis, yang kemudian 
dapat dibedakan dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian penulis akan 
lebih fokus kepada komparasi atau pandangan tentang Al-istibdal wakaf menurut 
Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali serta relevansi pemikiran Mazhab Maliki 
dan Mazhab Hambali terhadap pemberdayaan wakaf di Indonesia.  
 
E. Metode Penulisan Skripsi  
1. Jenis Penelitian  
  Penelitian ini termasuk Library Research atau penelitian kepustakaan, adalah 





membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.
14
 Singkatnya, riset 
pustaka yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 
penelitian yang akurat, Karena sumber data-datanya mengambil dari buku-buku 
yang berkaitan dengan masalah tersebut.    
2. Pendekatan Penelitian  
Berdasarkan analisis data yang bersifat dekskripsi, pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 
Pendekatan kualitatif ini dapat menekankan analisis pada proses penyimpulan 
komparasi serta pada analisis terhadap hubungan fenomena yang diamati dengan 
menggunakan logika ilmiah.
15
 Menurut Lexy J. Maleong, penelitian kualitatif 
yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk diketahui fakta tentang apa yang 
dialami dalam subjek penelitian, contohnya memersepsikan, berperilaku, 




3. Sumber Data  




a. Sumber data primer  
 Sumber data primer ini yaitu literature atau data yang langsung didapat 
atau diperoleh dari sumbernya, diantaranya Kitab Al-Syarh Al-Kabir „ala Matan 
Al-Mughni  Karya Abu Farj Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad 
Qudamah Al-Muqaddisi terjemah Dr. M. Syarifuddin Khatab Kitab Al-Mughni, 
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Kitab Al Mudawwanah Al Kubrah Karya Imam Malik bin Anas, Kitab Al Waqfu fi 
Syari‟atil Islamiyati karya Muhammad bin Ahmad bin Sholih Asholih, Kitab 
Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusy Terjemah Ahmad Abu Al Majd Kitab 
Bidayatul Mujtahid dan Karya Muhammad  Jawad  Mughniyah,  dan Kitab Al-
fiqhi „ala Al-Madzahib Al-khamzah terj. Maykur A.B., dan Afif Muhammad, 
Fiqih  Lima Madzab. 
b. Sumber data Sekunder  
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung, 
yang mengkaji tentang penggantian harta wakaf benda wakaf. Baik itu berupa 
buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan kitab-kitab yang membahas tentang Al-
Istibdal.  
 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh 
penulis, diantaranya:  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pandangan Al- Istibdal menurut 
Mazhab Maliki dan Mazhab  Hambali   
b. Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab 
Hambali  
c. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab 
Hambali terhadap pemberdayaan wakaf di Indonesia 
2. Manfaat Penelitian  
a. Memberikan gambaran tentang hukum penggantian harta wakaf tersebut  
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengelolah wakaf tentang pengembangan 





c. Memberi manfaat secara teori dan pengaplikasian terhadap khazanah keilmuan 
khususnya jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.  















TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF 
A. Pengertian Wakaf  
Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni al-waqf yang berarti menahan atau 
al-habs (menahan). Kata al-waqf merupakan bentuk masdar kata benda yang 
terbentuk dari kata waqafa.  Kata al-waqf ialah bentuk masdar atau kata benda 
yang terbentuk dari kata waqafa. Sedangkan kata al-habs berasal dari kata habasa. 
Perkataan waqf yang terdapat pula dalam bahasa indonesia berasal dari kata 
bahasa arab: waqofah-yaqifu-waqfan yang mengkuti wazan  fa‟ala, yaf‟ilu, fa‟lan, 
yang memiliki arti berhenti, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.
1
 
Wakaf diartikan juga dalam bahasa Arab habs yaitu menahan harta dan 
memanfaatkan hasilnya dijalan Allah. maknanya disini bahwasanya menghentikan 
manfaat keuntunganya dan digantikan untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan 
wakaf itu sendiri. menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya 
diperbolehkan terhadap harta („ain), seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, 
mentransaksikanya, maka setelah dijadikan harta wakaf maka harta tersebut hanya 




Rasulullah SAW menggunakan kata al-habs dalam menujukkan 
pengertian wakaf, maka yang dimaksud wakaf ialah menahan atau al-habs 
merupakan sesuatu yang menahan harta benda yang manfaatnya diperuntukkan 
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bagi kebajikan yang dianjurkan oleh Agama.
3
 Sedangkan secara istilah, ada 
beberapa pengertian wakaf, diantaranya yakni seperti yang di sampaikan oleh 
Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, wakaf yakni menahan benda tetap 
sebagai milik wakif  dengan memberikan manfaatnya untuk kebajikan pada saat 
itu juga. Ulama Syafi‟iyah, seperti Imam Nawawi mendefinisikan wakaf yaitu 
menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, dengan benda 
itu tetap ada, dan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri 
kepada yang maha kuasa.
4
 Ulama Hambaliyah, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-
Mughni Syarah al-Kabir mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta (tanah) dan 
menyedehkakan hasil buahnya yang di dapat dalam wakaf tersebut.
5
  
Pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf yaitu 
perbuatan hukum yang di lakukan wakif untuk memisahkan dan 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan 
selamanya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna 
untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari‟ah. 
Pengertian wakaf tersebut dapat memperlihatkan dua hal yakni pihak yang 
mewakafkan dan yang memiliki durasi dalam wakaf. Undang-Undang tesebut 
wakaf ini terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyetakan bahwa benda 
wakaf ini memiliki ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa benda 
wakaf dapat dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu.   
Imam Malik berkata: Tanah Tidak dibagi-bagi, ia hendaknya dijadikan 
sebagai wakaf yang hasilnya ditujukan untuk kemashlahatan kaum 
Muslimin, untuk pembiayaan pasukan perang, membangun jembatan-
jembatan, masjid-masjid dan berbagai kepentingan masyarakat, kecuali 
apabila suatu saat Imam menganggap bahwa kemashlahatan yang lebih 
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B. Dasar Hukum Wakaf  
1. Al-Qur’an  
Dalil yang menjadi dasar disyari‟atkan wakaf bersumber dari pengetahuan 
terhadap teks Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur‟an pun tidak secara tegas 
menjelaskan tentang ajaran wakaf tersebut, bahkan tidak satu pun ayat Al-Qur‟an 
yang menyinggung kata “waqf”.
7
 Dengan demikian, karena wakaf tersebut 
menjadi salah satu bentuk kebajikan melalui dengan harta benda, ada beberapa 
ayat yang memerintahkan manusia untuk selalu berbuat baik untuk kebaikan 
masyarakat. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2: 267.  
 
ٍَْس ِمْىهُ  ُمىا اْنَخثِ َه اََّْْزِض ۗ وَ ََّ ذٍََمَّ آٰ اَْخَسْجىَا نَُكْم مِّ ا اَْوِفقُْىا ِمْه َطٍِّٰثِد َما َكَسْثرُْم َوِممَّ ٌَْه ٰاَمىُْىٰٓ ٰٓاٌََُّها انَِّر ٌٰ
د   ٍْ ًٌّ َدِم َ َغىِ
ا اَنَّ َّللّاٰ ٍِْه ۗ َواْػهَُمْىٰٓ ٰٓ اَْن ذُْغِمُضْىا فِ ٌِْه اََِّّ  ذُْىفِقُْىَن َونَسْ رُْم تِٰاِخِر
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buru untuk kamu keluarkan 
padahal, kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata (enggan) terhadapnya.
8
  
Allah berfirman dalam dan Qs. Ali-Imran/3: 92. 
ٍْم   َ تِٖه َػِه
ٍء فَاِنَّ َّللّاٰ ًْ ا ذُِذثُّْىَن َۗوَما ذُْىفِقُْىا ِمْه َش ى ذُْىفِقُْىا ِممَّ
 نَْه ذَىَانُىا اْنثِسَّ َدّرٰ
Terjemahnya :  
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang lebih baik), sebelum kamu 
menafkakan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu 
nafkakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
9
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2. Hadits  
Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur‟an yang sudah 
dipaparkan, Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi saw sebagai berikut: 
 
شَىَا ٌَْذٍَى تُْه أٌَُّىَب َوقُرٍَْثَحُ ٌَْؼىًِ اتَْه َسِؼٍٍد َواْتُه ُدْجٍس قَانُى شَىَا إِْسَمِؼٍُم هَُى اتُْه َجْؼفٍَس َػْه اْنؼَََلِء َددَّ ا َددَّ
ْوَساُن اوْ  ِه َوَسهََّم قَاَل إَِذا َماَخ اْْلِ ٍْ ُ َػهَ ِ َصهَّى َّللاَّ َسجَ أَنَّ َزُسىَل َّللاَّ ٌْ قَطََغ َػْىهُ َػَمهُهُ إََِّّ َػْه أَتٍِهِ َػْه أَتًِ هَُس
ٌٍَح أَْو ِػْهٍم ٌُىْرَفَُغ تِهِ أَْو َونٍَد َصانٍِخ ٌَْدُػى نَهُ ِمْه شَََلشٍَح إََِّّ ِمْه َصَدقٍَح َجازِ   
Artinya :  
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu 
Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada 
kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua 
amal manusia yang tidak akan terputus kecuali tiga perkara yaitu shadaqah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakan orang 
tuanya.
10
 (HR Muslim No.3084) 
Jelas, maksud dari shadaqoh jariyah yaitu wakaf. karena pahala wakaf 
akan selalu mengalir selama harta wakaf masih dapat dimanfaatkan. Sebagaimana 
keutamaan shodoqah jariyah yang diketahui banyak manfaat serta pengaruhnya 
kekal setelah pemberi sedekah meninggal. Itulah dari beberapa dalil yang menjadi 
dasar atau tolak ukur Hukum Syari‟at Islam dalam wakaf. bila dilihat dari 
beberapa dalil diatas sehingga dalam melaksanakan wakaf bagi Muslim dapat 
merealisasikan ibadah kepada Allah SWT melalui benda yang dimilikinya, yaitu 
dengan melepaskan benda tersebut guna dalam kepentingan orang lain. Meski 
dengan itu ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis diatas dapat dijadikan sebagai patokan 
para ahli fiqhi Islam. dimana pada saat masa Khulafa‟ur Rasyidin sampai 
sekarang, dalam membahas dan mengembangkan Hukum-Hukum wakaf dalam 
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Islam dapat ditetapkan. Wakaf yakni ibadah pengabdian kepada sang pencipta 
yang bermotif rasa cinta kepada semua manusia, dengan meringankan 
kepentingan orang lain begitupun kepentingan umum. Dengan berwakaf sebagian 




C. Macam-Macam Wakaf   
Dapat dilihat dari segi tujuan peruntukan wakaf, pada dasarnya terbagi  
menjadi dua bentuk yaitu wakaf ahli atau wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf 
Ahli (wakaf khusus) ialah wakaf yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu, 
seseorang atau lebik baik itu keluarga wakif  maupun orang lain. Wakaf Ahli ini 
kerap dan sering terjadi dikalangan masyarakat. Bentuk wakaf ini, didalam 
prakteknya mirip dengan lembaga adat yang berbentuk pusaka. Hanya bedanya, 
kalau wakaf ahli ini pemberiannya tidak harus diperlihatkan hanya keluarga dari 
pemberi wakaf atau keterunannya, tetapi dapat diberikan kepada siapa saja yang 
sesuai dengan keinginan si wakif tersebut, baik itu orang-orang yang masih terkait 
hubungan dengan si wakif  maupun tidak memiliki hubungan keluarga. Di dalam  
satu sisi wakaf ahli itu lebih baik, dimana si wakif  mendapat dua kebaikan, yakni 
kebaikan dari amal ibadah wakaf juga kebaikan dari bersilahturahmi terhadap 
keluarga yang diberikan wakaf.  Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang bisa 
mendapatkan harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan 
wakaf. namun pada sisi lain wakaf ahli pun sering menimibulkan masalah. Seperti 
halnya bagaimana jika anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, dan siapa 
yang berhak mengambil manfaat benda wakaf tersebut, ataupun sebaliknya, 
bagaimana jika anak cucu si wakif  tersebut yang menjadi tujuan wakaf itu 
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berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan 
pembagian hasil harta benda wakaf tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, 
wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi 
kesejahteraan umum, sehingga dapat menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf itu.  
Wakaf khairi (wakaf umum) yaitu wakaf yang diberikan bagi kepentingan 
atau kemashlahatan umum, atau sering dikenal dengan wakaf masyarakat atau 
sosial. wakaf bentuk ini jelas jenis sifatnya sebagai bentuk keagamaan dan 
lembaga sosial dalam bentuk benda tidak bergerak seperti Masjid, Madrasah 
Asrama, Pesantren, Yumah Yatim Piatu, Rumah Sakit, dan lain sebagainya. 
Dalam penggunaanya wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dibandingkan wakaf 
ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaatnya. 
Dalam jenis wakaf ini wakif dapat mengambil manfaatnya dari harta yang 
diwakafkan tersebut, diantaranya masjid, maka si wakif  boleh menggunakannya 
(mengambil manfaatnya).
12
   
Secara subtansinya, wakaf juga merupakan salah satu cara untuk 
membelanjakan (memanfaatkan) harta dijalan Allah SWT. dengan harta benda 
yang diwakafkannya pun benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan 
umum. Dengan demikian jika ditinjau dari harta wakaf, maka terbagi menjadi dua 
bagian yaitu: Harta benda tak bergerak, contohnya tanah, sawah, bangunan, benda 
macam inilah yang sangat dianjurkan agar dapat diwakafkan, sehingga 
mempunyai amal jariyah yang lebih lama. Harta atau benda bergerak, contohnya 
mobil, binatang ternak, sepeda motor, atau benda-benda lain. Namun, nilai 
jariyahnya terbatas hingga benda-benda itu tidak dapat dipertahankan 
kebendaanya sehingga wakaf tersebut tidak dapat digunakan lagi, kecuali masih 
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dapat memungkinkan diusahakan untuk menukar atau diganti dengan benda yang 
baru.  
 
D. Rukun dan Syarat Wakaf  
1. Rukun Wakaf   
Rukun sebagai sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia 
berada dalam esensi sesuatu tersebut. Menurut mayoritas Ulama fiqhi, rukun ialah 
sesuatu yang tergantung pada sesuatu yang lain atasnya. Namun tidak harus 
berbeda pada esensi sesuatu tersebut.
13
 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia rukun yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. 
Adapun dalam istilah fiqhi, rukun ialah sesuatu yang dianggap dalam menentukan 
suatu disiplin ilmu,  dengan kata lain rukun yakni penyempurnaan sesuatu. 
Sedangkan dalam rukun wakaf ada empat macam yaitu
14
 Wakif yakni orang yang 
memiliki harta benda yang akan diwakafkan kepada orang lain ataupun kepada 
keluarga atau orang yang melakukan tindakan hukum., Mauquf yakni benda atau 
objek yang akan di wakafkan kepada yang membutuhkan, Mauquf “alaih yaitu 
tujuan dari wakaf tersebut dan Sighat atau akad yakni sesuatu yang diikrarkan si 
wakif  kepada maukuf „alaih.
15
   
 
menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya 
wakaf harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: wakif , nazir , harta 
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2. Syarat Wakaf  
     Rukun-rukun yang telah dikemukakan itu masing-masing telah memenuhi 
syarat yang telah disepakati sebagian mayoritas Ulama. Adapun Syarat dari 
masing-masing unsur wakaf yaitu sebagai berikut:  
a. Wakif  
Menurut sebagian Ulama, seseorang wakif harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu. Dalam suatu perwakafan yang  sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif 
mempunyai kecakapan utuk melakukan tabarru, yakni melepaskan harta miliknya 
tanpa mengharapkan imbalan materil. Seseorang dapat dikatakan cakap dalam 
melakukan tabarru dalam hal perwakafan, jika orang tersebut merdeka, benar-
benar pemilik harta yang akan diwakafkan, berakal sehat, serta baligh. 
Kemampuan dalam melakukan tabarru‟ ini sangat penting, karena wakaf 
merupakan pelepasan harta benda yang dimilik untuk kepentingan umum. 
Mengenai kecakapan bertindak didalam buku fiqhi Islam, ada dua istilah yang 
harus diketahui, yakni baligh dan rasyid. Dalam hal ini mayoritas Ulama 
berpendapat bahwa umur baligh yaitu 15 tahun. Sedangkan Rasyid ini merupakan 
sesuatu kematangan atau kecerdasaan yang dapat membedakan hal-hal tersebut.  
UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan 
bahwa wakif adalah pihak-pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.  
 
b. Maukuf  
Maukuf atau harta benda wakaf yaitu harta benda yang diwakafkan oleh si 
wakif kepada nazir, dalam kaitan ini harta benda yang diwakafkan oleh si wakif 
kepada nazir. Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai harta benda wakaf maka 
benda wakaf terlebih dahulu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Benda 
wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang, tidak untuk 





benda tersebut, benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum, hak 
milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya.
16
 Selain itu benda wakaf yakni 
benda yang dimilik secara jelas dengan bebas dari segala pembebanan, ikatan, 
sitaan, dan sengketa, benda wakaf itu dapat dialihkan jika jelas-jelas untuk 
kemashlahatan yang lebih besar bagi masyarakat serta benda wakaf tidak dapat 
diperjualbelikan, dihibahkan, ataupun diwariskan. Mengenai kriteria tersebut yang 
terakhir ini masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama fiqhi.    
c. Nazhir   
Nazir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 
untuk dikelolah dan dikembangkan sesuai dengan persyaratannya. Sama halnya 
dengan wakif, seseorang yang dipandang sah untuk menjadi nazhir yaitu orang 
dewasa, berakal sehat, dan beragama Islam. mengingat nazhir yakni pemegang 
harta wakaf yang pada dasarnya harus dikelola dengan baik demi kepentingan 
umat dan kemashlahatan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa orang 
nazhir atau badan hukum yang ditunjuk sebagai nazhir haruslah yang jujur dan 
amanah tentunya.  
Komplikasi Hukum Islam pasal 219, menetukan beberapa syarat yang harus 
terpenuhi oleh nazir tersebut diantaranya: Warga negara Indonesia, 
Beragama Islam, Sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, Tidak berada di 
bawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak 
benda diwakafkan.  
Jika berbentuk badan Hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan 
yakni: Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan Mempunyai 
perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. 
Nazhir  yang termaksud dalam ayat 1 dan 2 yakni harus didaftarkan pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nazir 
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sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu 
dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan sekurang-
kurangnya 2 orang saksi.  Begitupun dengan jumlah yang dibolehkan untuk 1 unit 
perwakafan, seperti dimaksud dalam pasal 215 ayat 5 sekurang-kurangnya terdiri 
dari 3 orang dan dengan sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh 




d. Maukuf „alaih  
Maukuf „alaih yakni tujuan dari wakaf tersebut. Untuk dapat menghindari 
penyalahgunaan wakaf, sehingga wakif dapat menegaskan tujuan dari wakaf 
tersebut. Apakah harta yang digunakan itu untuk menolong keluarganya sendiri 
sebagai (waqf ahli) , atau untuk kepentingan umum (waqf khairi). Karena tujuan 
dari wakaf yaitu untuk kebaikan dengan mencari keridhoan Allah SWT dan 
mendekatkan diri kepada sang pencipta.
18
  
e. Sighat wakaf  
Sighat Wakaf  yakni   pernyataan wakif sebagai penyerahan batang atau 
benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan.
19
 Karena 
dalam tindakan mewakafkan sesuatu itu di pandang sebagai perbuatan hukum 
sepihak, maka dengan pernyataan wakif adalah suatu ijab perwakafan yang telah 
terjadi. Dalam ketentuan Undang-Undang No.41 tahun 2004 pasal 18 dinyatakan, 
dalam hal wakif  tidak dapat menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang 
dibenarkan oleh hukum, wakif  dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang 
diperkuat oleh dua orang saksi.   
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E. Istibdal Wakaf  
Istibdal berasal dari bahasa Arab yakni badala, adapun dalam kamus Al-
Munawwir mengatakan bahwa badala yabdulu badlun, yang berarti merubah, 
baddala al syaia yakni mengganti, tabddala yakni berubah, istabdala yakni 
menggantikan.
20
 Istibdal menurut bahasa yakni dijadikan sesuatu tersebut 
menempati tempat sesuatu yang lainnya. Adapun dalam wakaf yang dimaksud 
dari istibdal merupakan suatu benda yang menggantikan harta wakaf dengan 
benda yang lain disebabkan ada keutamaan atau kemashlahatan yang memang 
harus diganti.
21
 Dengan demikian tanah wakaf adalah salah satu bentuk upaya 
nazhir dalam memproduktifkan perwakafan yang dikelolah olehnya. Sehingga 
penukaran tanah wakaf dapat lebih produktif serta memberikan hasil yang dapat 
dirasakan kemanfaatannya oleh penerima wakaf atau masyarakat umum.  Untuk 
melakukan penggantian wakaf (Istibdal) Nazhir perlu melakukan kehati-hatian 
agar dalam keputusannya yang diambil tidak mengakibatkan kerugian ataupun 
hilangnya tanah wakaf.  
Menurut Pandangan Ulama Mazhab terkait dengan Istibdal yakni: Mazhab 
Hanafi berpendapat bahwasanya Hukum dari Istibdal adalah boleh. Dalam hal ini 
landasan kebijakan yang digunakan yaitu untuk kemaslahatan dan manfaat yang 
abadi dalam praktik Istibdal dengan menjaga kelestaruan dari manfaat barang 
wakaf, sehingga syarat kekekalan wakat tersebut dapat terpenuhi dan tidak 
melanggar Syari‟ah. jadi maksud dari kekekalan disini bukanlah mengenai objek 
barangnya saja tetapi juga dari segi kemanfaatan yang terus berkelanjutan.
22
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Mazhab Maliki dalam pelaksanaan Istibdal tidak memperbolehkan 
menurut sebagian besar Ulama Malikiyah. Namun Mazhab ini pun membagi dua 
bagian yakni benda wakaf bergerak dan benda wakaf tidak bergerak. benda wakaf 
bergerak mayoritas Mazhab Maliki masih membolehkannya berbeda dengan 
benda wakaf yang tidak bergerak seperti Mesjid. Mazhab kalangan ini tidak 
membolehkan untuk melakukan Istibdal kecuali dengan keadaan darurat.  
Mazhab Syafi‟i dalam melakukan Istibdal sangat berhati-hati. Mereka 
tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berbeda dengan 
Mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Pandangan ini lahir karena 
pemahaman mereka mengenai kekekalan wakaf. adapun kekekalan menurut 
Syafiyah yakni kekekalan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga mereka 
terkesan melanggar secara keseluruhan Istibdal dalam keadaan apapun. 
Mazhab Hambali dalam Mazhab ini lebih bersifat moderat atau 
pertengahan meskipun tidak semoderat Mazhab Hanafiyah. Sehingga Mazhab ini 
tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak 
atau tidak bergerak. mereka berpendapat bahwasanya jika barang wakaf tidak 
diperbolehkan untuk dijual sementara ada alasan kuat mengenai hal tersebut 
dikhawatirkan dapat menyia-nyiakan  harta benda wakaf.  
Perbendaan pandangan diantara para Ulama Mazhab selama ini, terlihat 
dalam tingkatan menyikapinya berbeda-beda, dari yang sangat ketat terhadap 
barang wakaf serta terkesan mempersulit Istibdal sampai terasa begitu sangat 
longgar atau bahkan mempermudah membuka peluang Istibdal. pendapat para 
mazhab yang berbeda-beda dengan dalil serta alasan ijtihadnya sendiri-sendiri, 





yang diamatinya saat zaman atau pada pengalaman pribadinya sendiri.
23
 Dalam 
hal ini, penyebab membuka pintu Istibdal dengan sebesar-besarnya, atau 
memperbolehkan menjual barang wakaf, termasuk menjual benda wakaf bergerak 
atau benda wakaf tidak bergerak dengan berbagai macam alasan, dapat 
menimbulkan penyebab-penyebab negatif dalam sejarah perwakafan. Sebaliknya 
penyebab dari pemikiran yang terlalu mempersulit Istibdal, meskipun barang 
wakaf tersebut sudah tidak lagi memberi kemanfaatan apa-apa sebagaimana yang 
diharapkan, sehingga dapat menimbulkan ketelantaran dan hilangnya 
kedayagunaan barang wakaf, serta dapat merugikan si wakif  (orang yang 
berwakaf) maupun mauquf „alaih (pihak yang menerima kemanfaatan wakaf). 
dengan demikian masing-masing dari sikap dan pendapat tersebut, ada sisi 
positifnya dan ada pula sisi negatifnya.   
Hakikatnya istibdal tidak mengandung unsur pada harta benda wakaf, 
sebagaimana juga tidak ada penambahan didalamnya. Karena dalam hal itu telah 
terjadi transaksi jual beli, tanpa riba serta tipuan. Sehingga pasar dengan 
sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada 
batasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan fakta dipasar. Jadi 
yang diwajibkan yakni menukarkan harta benda wakaf yang sesuai dengan harga 
pasar. hal ini tidak terkandung makna penambahan ataupun pengembangan. 
Sedangkan penukaran sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya untuk 
membangun bagian yang bisa menambah jumlah dana yang bisa digunakan dalam 
modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Maka dengan demikian, 
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wakaf berubah dari kondisi menganggur dan dapat dipergunakan sama sekali 
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MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HAMBALI  
A. MAZHAB MALIKI  
1. Sejarah Mazhab Maliki  
Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Haris bin 
Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Humairi pendiri Mazhab Maliki. Beliau 
lahir di Madinah tahun 93 H beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan 
Negeri Yaman.
1
 Ayah dari Imam Malik yaitu Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn 
Abi Al-Haris Ibn Sa‟ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.
2
 Ibu beliau bernama 
Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah.  
Imam Malik Ibn Anas dilahirkan ketika menghadapi masa Periode sahabat 
Nabi SAW di Madinah.
3
 Imam Malik lahir pada saat Bani Umayyah tepat pada 
pemerintahan Al-walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan 
meninggal dunia pada usia 86 tahun tepatnya meninggal pada saat Bani Abbas 
atau pada saat pemerintahan Al-Rusyud (179 H).
4
  
Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sebagai orang yang begitu 
sabar, serta beliau telah melalui begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-
Qasyim pernah berkata “Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian 
rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, 
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 Setelah beliau tidak bisa mencukupi keperluan dalam 
kesehariaanya kecuali dengan tekad dalam mencari ilmu, hal itu memberikan 
inisiatif untuk memberitahukan kepada penguasa saat itu, agar para ahli dijamin 
untuk menekuni ilmu dengan memberikan imbalan atau gaji sehingga dapat 
menjamin kelangsungan hidupnya. Namun  hal yang dilakukannya tidak satupun 
penguasa yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena saat itu Daulah 
Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menentukan kekuasaannya, sehingga 
merekapun hanya simpati pada ilmuan yang tua. Hingga akhirnya secara 
kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang sama-sama 
sedang menuntut ilmu, pemuda tersebut bernama Al-Layts Ibn Sa‟ad dan 
keduanya saling mengagumi dengan kecerdasan yang mereka miliki serta 
menimbulkan semangat dalam persaudaraan atas saling menghargai dan 
menghormati.  
Imam Malik senantiasa menyembunyikan kemiskinan serta penderitaannya 
dengan selalu berpakaian rapi, bersih serta menggunakan wangian, namun Al-
Layst ibn Sa‟ad menyadari keadaan Imam Malik yang sebenarnya, sehingga 
sepulangnya ke Mesir, Al-Lays selalu mengirimkan uang kepada Imam Malik 
yang berada di Madinah. dan pada saat itu Khalifah yang berkuasa meyambut 
dengan baik seruan Imam Malik agar agar penguasa pada saat itu membiayai atau 
memberikan gaji kepada para ahli ilmu.   
Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah 
Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayah, beliau mempelajari beragam 
bidang ilmu pengetahuan diantaranya ilmu Hadis, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, 
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Fatwa dari sahabat-sahabat serta ilmu fiqih ahli ra‟yu (fikir).
6
 Pada saat menuntut 
ilmu Imam Malik dalam kitab “Tahzdzibul Asma wa Lughat” mengatakan bahwa 
beliau pernah belajar kepada 900 Syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi‟in 
dan 600 lagi dari golongan tabi‟it tabi‟in.
7
 Dan diantara guru-gurunya yang 
terkenal dikalangan pada saat itu yaitu: Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman, 
Rabi‟ah bin Abdul Rahman (Rabiah Al-Ray), Muhammad bin Yahya Al-Anshari 
dan Nafi.
8
 Adapun murid-murid beliau yang termasyhur dari beberapa belahan 
dunia diantaranya: Abu Abdullah Abdurrahman ibn Qasim, Abdullah bin Wahb 
bin Muslim, Ashyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abu Muhammad Abdullah bin 
Abdul Hakam, Asbagh ibn Farj Al-Umawi, Muhammad bin Abdullah Ibnul 
Hakam dan Muhammad bin Ibrahim Al-Askandari bin Ziyad. Serta Imam Malik 




2. Istinbath Hukum Mazhab Maliki Tentang Istibdal Wakaf  
Imam Malik ialah Imam Mazhab yang mempunyai perbedaan dasar 
hukum dengan Imam Mazhab yang lainnya. Terkait dengan metode Istinbath atau 
dasar hukum Mazhab Maliki telah dipaparkan oleh Al-qadi Iyat dalam Al-
Madarik dar Al Rasyid serta salah satu fuqaha dari pengikut Mazhab Maliki yang 
terdapat dalam kitab Al-Bahjah yang disimpulkan oleh pengarang kitab Tarikh Al-
Madzahabil Islamiyah disebutkan sebagai berikut: Kesimpulan apa yang telah 
dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya bahwasanya metode ijtihad 
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Imam Darul Hijriyyah itu adalah apabila beliau tidak mendapatkan suatu nash 
didalamnya maka dia mencarinya didalam sunnah, dan menurut beliau yang masih 
tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah SAW, fatwa-fatwa sahabat, 
putusan hukum mereka, perbuatan penduduk Madinah dan qiyas.
10
 




a. Al-Qur‟an   
Al-Qur‟an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW dengan menggunakan Bahasa Arab yang telah diriwayatkan secara 
mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Dengan hal ini meliputi pengambilan 
hukum berdasarkan atas zahir nash dalam Al-Qur‟an atau keumumannya, meliputi 
Mafhum Al-Mukhalafah dan Mafhum Al-Aula dengan memperlihatkan illatnya.  
b. Sunnah  
Pandangan ini berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam 
Malik mengukuti cara yang telah dilakukannya dalam berpegang teguh kepada 
Al-Qur‟an. Apabila dalil syar‟i menghendaki adanya penta‟wilan, maka yang 
dijadikan pegangan yaitu arti ta‟wil tersebut.apabila terdapat pertentangan makna 
zahir Al-Qur‟an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun zhahir 
(jelas) maka yang dipegang yaitu  makna zhahir Al-Qur‟an. Tetapi apabila makna 
yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan  oleh Ijma‟ Ahl Al-Madinah, 
maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada 
zhahir Al-Qur‟an (Sunnah yang dimaksud disini ialah Sunnah al-Mutawattirah 
atau Al-Masyhura).  
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c. Ijma‟ Ahl Al-Madinah 
Mazhab Maliki memberikan kedudukan dengan begitu penting bagi 
perbuatan masyarakat madinah, sehingga terkadang mengenyampingkan Hadist 
Ahad, disebabkan amalan Ahli Madinah merupakan Pemberitaan oleh jama‟ah 
sedangkan Hadist Ahad merupakan pemberitaan perorangan. Sehingga apabila 
pekerjaan itu bertantangan dengan pekerjaan orang Madinah, menurut 
pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana hal 
tersebut telah diwarisi dari nenen moyang mereka secara berurutan sampai kepada 
para Sahabat.
12
 Oleh karena itu beliau mengambil dasar amal ahli Madinah karena 
mereka paling banyak mendengar dan menerima Hadist. Amal ahli Madinah yang 
digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil dari mencontohkan Rasulullah 
SAW bukan dari Ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum 
terbunuhnya Usman Bin Affan.
13
  
d. Fatwa Sahabat  
  Fatwa Sahabat adalah fatwa yang berasal dari sahabat besar yang 
didasarkan pada Al-Naql. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak 
akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. 
Dengan demikian beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan hadist marfu‟ yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang 
sedemikian rupa lebih didahulukan daripada qiyas juga adakalanya Imam Malik 
menggunakan fatwa tabi‟in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. 
Fatwa sahabat yang bukan dari Ijtihad  sahabat tidak diperselisihkan oleh para 
Ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula dengan Ijma sahabat yang masih 
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diperselihsihkan diantara para ulama yaitu fatwa sahabat yang semata-mata hasil 
Ijtihad mereka dikalangan muta‟akhirin Mazhab Maliki, dengan hal ini fatwa 
sahabat pada mazhab maliki dijadikan sebagai hujjah.  
e. Qiyas  
Qiyas adalah sesuatu yang menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada 
nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya 
kesamaan dua kejadian itu didalam “illat hukum”. Serta qiyas ini merupakan pintu 
awal dalam ijtihad untuk menetukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam 
Al-Qur‟an maupun As-Sunnah.
14
   
f. Marsalah Mursalah   
Marsalah Murasalah adalah sesuatu kejadian yang syara‟ atau ijma‟ yang 
tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar 
ketetapan syara‟ dalam menetapkan satu hukum, tetapi ada pula sesuatu yang 
munasabah untuk kemashlahatan serta kebaikan umum didalamnya.
15
 Dalam hal 
ini, ketika Imam Malik menemui sebuah kasus dan tidak menemukan pada Al-
Qur‟an, Sunnah, serta Ijma‟sahabat Madinah. Barulah beliau mengqiyaskan kasus 
yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi. Jika pada dua kasus 
terjadi banyak illat (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi 
jika hasil pengqiyasan itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan umum, 
baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip 
kemaslahatan umum.  
Imam Malik menggunakan maslahah mursalah pada kepentingan yang 
sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu 
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sumbernya serta pada kepentingan yang bersipat dharury (meliputi pemiliharaan 
agama, kehidupan, akal, keturnan dan kekayaan).  
g. Istihsan  
Metode Istihsan hukum dipakai oleh Imam Malik yaitu Maslahah yang 
bersifat umum bukan sekedar  Maslahah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. 
Selain itu maslahah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash 
(baik al-Quran maupun Sunnah). Dalam hal ini istihsan merupakan tindakan yang 
meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu 
dalil syara‟ yang mengharuskan untuk meninggalkannya.  
h. Zadd A-Zara‟i  
Imam Malik menggunakan zadd al-zarai‟ sebagai landasan dalam 
menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju 
kepada yang haram atau larangan, hukumnya haram. Dan semua jalan atau sebab 
yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.   
i. Istihsab  
Imam Malik menjadikan istishab sebagai landasan dalam menetapkan 
hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau 
yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa 
lampau. Jadi dengan demikian ketika sesuatu yang telah diyakini kemudian 
muncul keraguan atasnya  sehingga dapat dikatakan hukumnya tetap seperti 
hukum pertama yakni tetap ada begitupun sebaliknya.
16
   
Ketentuan Mazhab Maliki dalam praktik istibdal wakaf  berpendapat 
bahwasanya tidak ada pembolehan penggantian harta benda wakaf kecuali dalam 
keadaan darurat. sebagaimana istinbath hukum yang digunakan dalam hal praktik 
istibdal wakaf pada Mazhab Maliki terdapat dalam Hadist sebagai berikut.   
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ٍِْه َوسَ  ًِّ َصهَّى َّللاُ َػهَ َثَس أَْزَضا فَاَذَى انىَّثِ ٍْ ًَ َّللاُ َػْىهَُما قَاَل أََصاَب ُػَمُس تَِخ هََّم فَقَاَل َػْه اْتِه ُػَمُس َزِض
ٍَْف ذَأُْمُسِوً تِِه قَاَل إِْن ِشْىَد َدثَّْسَد أَصْ  هََها َوَذَصدَّْقَد تَِها أََصثَُد أَْزَضا نَْم أُِصْة َماََّ قَظُّ أَْوفََس ِمْىهُ فََك
قَاِب َوفِ  ًْ اْنفُقََساِء َواْنقُْستَى َوانسِّ ٍِْم َّللاِ فَرََصدََّق ُػَمُس أَوَّهُ ََّ ٌُثَاُع أَْصهَُها َوََّ ٌُىَهُة َوََّ ٌُْىَزُز فِ ًْ َسثِ
ٍِْم ََّ ُجىَاَح َػَهى َمْه َونٍََِها أَْن ٌَأُكُم ِمْىَها  ثِ ٍِْف َواْتِه انسَّ ٍِْه.َوانضَّ ٍل فِ ٍَْس ُمرََمىِّ ٌْقًا َغ  تِاْنَمْؼُسْوِف أَْو ٌُْطِؼَم َصِد
Artinya:  
Diriwayatkan dari Ibnu „Umar ra, bahwa Umar Ibn Khattab memperoleh 
tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh  tanah yang belum pernah 
peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa 
yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW 
menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedehkahkan 
(hasilnya)”. Ibnu Umar berkata, “maka Umar menyedehkakan tanah 
tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak 
dihibahkan dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, 
riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi 
orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma‟ruf 
(wajar) atau memberikan makan seorang teman, dengan tanpa 
menjadikannya sebagai harta hak milik. (H.R Al-Bukhari)
17
 
Hadis di atas menjelaskan bahwasannya larangan bagi seseorang dalam 
menjual dengan tujuan mengganti (istibdal) harta benda wakaf yang telah 
diberikan kepada nazir. Sehingga dalam praktik istibdal wakaf Mazhab Maliki 
lebih memberikan pelarangan secara tegas pada harta benda wakaf yang tidak 
bergerak untuk lebih berhati-hati dalam melakukan praktik istibdal. Kecuali, pada 
harta benda wakaf tidak bergerak itu sudah tidak memberikan kemanfaatan 
kepada masyarakat umum maka Mazhab Maliki membolehkan untuk ditukarkan 
ataupun diperjualbelikan dalam hal ini sangat jarang terjadi. Berbeda halnya pada 
harta benda wakaf bergerak Mazhab Maliki ini membolehkan untuk melakukan 
praktik istibdal wakaf dimana hal ini untuk menjaga dari kerusakan serta tidak 
berfungsinya sebagaimana mestinya. Meskipun demikian dalam penggantian 
                                                             
17
Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Shahih Bukhari Muslim terj. Khatur Suhardi 





benda wakaf yang bergerak Ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang 
tersebut harus betul-betul sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.  
3. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Istibdal Wakaf   
Permasalahan wakaf dari waktu ke waktu memiliki polemik yang sering 
terjadi serta mengandung kontroversi diantara para Imam Besar Mazhab mulai 
dari keadaan, subtansi,  hukum, objek benda wakaf yang dibolehkan, cara 
penggunaan wakaf, dan peruntukan wakaf. wakaf juga termasuk kewajiban yang 
ciri khasnya ta‟abbudiy (yang tidak bisa dipertimbangkan), namun lebih berciri 
khas ta‟aqquliy (yang dapat dipertimbangkan) serta pada dasarnya wakaf tersebut 
dapat memberikan kemashlahatan kepada orang banyak.   
Salah satu bentuk yang sering terjadi pergolakan pada Imam Besar 
Mazhab dalam melakukan perwakafan yaitu pergolakan boleh atau tidaknya  
mempraktikan istibdal wakaf. dalam hal ini para pengikut Mazhab berbeda 
pandangan dalam menyikapi boleh atau tidaknya melakukan istibdal wakaf 
tersebut, ada yang mempersulit ada yang memudahkannya, bahkan ada yang pada 
dasarnya melarang istibdal kecuali dalam situasi pengecualian yang jarang terjadi.  
Mazhab Maliki berpandangan bahwasanya tidak ada kebolehan dalam 
melakukan pergantian harta benda wakaf, namun mereka membagi dua bagian 
yaitu „aqqar (pergantian properti tidak bergerak) dan manqul (penggantian 
properti barang bergerak) sebagai berikut.
18
   
 
a. Pergantian Properti tidak bergerak („aqqar)  
Kalangan Mazhab Maliki melarang pergantian „aqqar (properti) yang 
tidak bergerak kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.
19
 Dalam 
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pergantian harta benda wakaf pada benda tidak bergerak Imam Malik telah 
membagikan dalam dua keadaan diantaranya: apabila berupa mesjid hal tersebut 
telah disepakati oleh Jumhur (muttafaqun alaih) sebagaimana Imam Malik yakni 
boleh mengganti mesjid dengan tanah mesjid dan jika berupa properti yang 
bernilai, jika berupa properti bernilai maka tidak boleh menjualnya dan 
menggantinya kecuali dalam keadaan darurat seperti perluasan mesjid, kuburan 
dan jalanan umum. Hal ini karena melihat dari kemashlahatan masyarakat. 
Dengan demikian hal tersebut harus memiliki bukti yang jelas dan kuat 
bahwasanya harta benda wakaf tersebut dapat digantikan atau diperluaskan karena 
terdapat keadaan darurat pada harta benda wakaf tidak bergerak.  
 
Ibnu Rusyd berkata jika bagian ini merupakan bagian dari tanah wakaf 
yang terputus hasilnya secara umum dan gagal dalam pembangunannya 
dan penyewaannya, maka tidak apa digantikan dengan yang menjadi 
tempat barang itu, hal itu terjadi dengan adanya keputusan dari Hakim. 
Penjelasan diatas bahwasanya Mazhab Maliki melarang mengganti harta 
benda wakaf tidak bergerak. apabila barang wakaf itu berupa tanah yang 
menghasilkan, maka tidak boleh menjualnya atau menukarnya, kecuali karena 
dalam keadaan darurat, seperti untuk perluasan masjid, atau untuk jalan umum 
yang dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan, sebab hal tersebut merupakan 
kemashlahatan umum (Al-Mashalih Al-„aammah).
20
 Karena apabila barang wakaf 
tersebut tidak dapat ditukarkan atau dijual untuk memenuhi kemaslahatan umum 
tadi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan, padahal mempermudah ibadah 
bagi masyarakat atau untuk lalu lintas mereka atau memudahkan menguburkan 
mayat-mayat adalah suatu kewajiban.   
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b. Penggantian barang bergerak (manqul)   
Istibdal barang wakaf yang bergerak menurut pandangan Mazhab Maliki 
hukumnya boleh jika terdapat kemashlahatan didalamnya, karena menurut 
pandangan Mazhab Maliki harta benda wakaf bergerak tidak memiliki kekekalan 
didalamnya. Sebagai contoh jika harta benda wakaf bergerak adalah hewan yang 
sudah tua dan lemah, atau pakaian yang sudah tidak layak digunakan maka 
menurut pandangan Mazhab Maliki dibolehkan untuk menggantikan dengan 
sesuatu yang lebih bermanfaat lagi.  
Imam Malik Berkata: “tidaklah melemah hewan untuk berkendara  yang 
diwakafkan dijalan Allah dimana tidak punya lagi kekuatan  untuk 
bergerak, jual dan beli dengan harganya apa yang bermanfaaat dari kuda, 
sehingga bermanfaat dijalan Allah.
21
  
Sementara itu pandangan menurut mayoritas Ulama Malikiyah adalah 
boleh mengganti wakaf  barang bergerak dengar syarat ada uzur kebermanfaatan 
pada apa yang diwakafkan karenanya, dan jika mungkin memanfaatkannya dalam 
hal lain, serta jika tidak maka tidak dibenarkan menjualnya.   
Imam Malik mengatakan wakaf dibolehkan dijual dalam tiga keadaan 
diantaranya: Pertama, manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang 
diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan tersebut dapat diikuti. 
Kedua, apabila barang wakaf tersebut termasuk jenis barang wakaf 
bergerak dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya harga 
penjualannya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau sepadan 
dengan barang wakaf itu. Ketiga barang yang tidak bergerak boleh dijual 
untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan. Sedangkan untuk 
keperluan selain itu tidak boleh dijual, bahkan hingga barang tersebut 
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B. Mazhab Hambali  
1. Sejarah Mazhab Hambali  
Mazhab Hambali dibangun oleh Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin 
Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin 
Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa‟labah bin Akabah bin Sha‟hab bin Ali bin 
Bakar bin Rabi‟ah bin Nizar bin Ma‟ad bin Adnan.
23
 Beliau dilahirkan di Baghdad 
pada bulan Rabi‟ul awal tahun 164 H (780 M), Imam Malik merupakan keturunan 
Arab yang berasal dari Kabilah Syaiban. Ayah dari Imam Malik ialah Muhammad 
bin Hanmbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah 
bin Anas bin Auf bin Qosit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin 
Syaib bin Ali bin Baqa bin Qashid bin Aqsy bin Dami bin Jadlah bin As‟ad bin 
Rabi‟ah bin Nizar. Sedangkan ibu dari beliau yaitu Shofiah binti Maimunah binti 
Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asy-Syaiban.   
Imam Hambali lahir pada keluarga yang sangat terhormat, dengan memilik 
ketegaran jiwa, kedermawaan, penuh dengan kesabaran serta selalu menghadapi 
berbagai rintangan dalam kehidupannya. Beliau hidup pada waktu itu dipimpin 
oleh Khalifah Al-Ma‟mun dari Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu Imam Ahmad 
Hambali dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayah beliau telah 
meninggal dunia ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan 
sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak 
kecil itu pula beliau telah menunjukkan sifat pribadi yang mulia, sehingga 
menarik simpati banyak orang dengan begitu sejak kecil pula beliau telah 
menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu 
Baghdad merupakan kota pusat Ilmu Pengetahuan. beliau memulai belajar dengan 
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menghafal Al-Qur‟an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi, dan 
sejarah sahabat serta para tabi‟in.  
Perjalanan menuntut Ilmu serta memperdalam Ilmu, beliau pergi ke 
Basrah untuk beberapa kali, disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi‟i. 
Beliau juga pergi memperdalam ilmunya di Yaman dan Mesir diantara guru beliau 
yaitu Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibnu Human dan Ibnu Abbas. 
Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan Hadis, dan 
beliau tidak mengambil Hadis kecuali Hadis-Hadis yang sudah jelas keaslianya. 
Dengan begitu beliau berhasil membuat dan mengumpulkan Hadis yang terkenal 
dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau juga telah mengajar ketika berusia 
40 tahun. 
Imam Ahmad bin Hambal memiliki murid-murid yang terkenal 
diantaranya, Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi 
Dawud, Imam Abu Zu‟rah Ad-Dimasqy, Imam Hanbal bin Ishak As-Syaibany,  
serta anak dari Imam Ahmad yang menjadi Ulama terkenal pada saat itu yakni  
Imam Shalih dan Imam Abdullah.  Imam Ahmad pada tahun 179 H-186 H sedang 
mendalami Ilmu-Ilmu Hadis serta mencatatnya, mengumpulkanya serta 
menempatkan secara beraturan. Kemudian beliau  menyusun dari Hadis tersebut 
menjadi satu bagian Kitab yang dinamakan “Kitab Al Musnad”. Setelah itu Imam 
Ahmad mengarang beberapa kitab lagi di antaranya: Penafsiran Al-Qur‟an, An-
Nasukh Wa Al-Mansukh, Kitab Al-Muqaddam Wa AL-Mu‟akhkhar fi Al-Qur‟an, 
At-Tarikh, Al Manasik As-Sagir, Al Manasik As-Sagir, Al Manasik Al-Kabir,Al 
Illah, Ta‟at Ar-Rasul, As-Salah dan Al-Wara‟. Beliau merupakan Imam yang 
memiliki keahlian dalam memahami Hadis Nabi, Beliau juga Imam dalam 





Fiqhi yang dapat dijadikan pegangan pokok dari pengikut Mazhab Hambali. 
Dengan begitu pegangan dari pengikut Mazhab Hambali yaitu kegiatan yang 
dilakukan oleh murid-murid dari Imam Ahmad. Bahwa dalam penetapan fiqhi 
Imam Ahmad dilandaskan pada beberapa bagian yaitu Al-Qur‟an, As-Sunnah, 
Fatwa Sahabat, Hadis Mursal, Hadis Dhaif dan Qiyas. Dalam penyebaran Mazhab 
Hambali beberapa Imam Besar diantaranya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad 
bin Hani, Ishak bin Ibrahim, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al Maiwasi, dan 
dilanjutkan pada Ulama-Ulama besar yang lain di antaranya Samsuddin bin 
Qudamah AlMaqsidi pengarang Al-Syarah Al-kabir, Ibnu Taimiyah pengarang 
kitab AlFatwa, Muwaffaqqudin bin Qudamah Al-Maqsidi pengarang Al-Mughni 
dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengarang I‟lam Al-Muwaqqi‟in. 
Pemerintahan Khalifah Al-Ma‟mun yang berasal dari Dinasti Abbasiyah. 
Waktu itu aliran Mu‟tazilah sedang mengalami masa kejayaanya. Khalifah Al-
Ma‟mun menjadikan aliran Mu‟tazilah sebagai aliran resmi dimasa itu. Diantara 
ajaran mu‟tazilah yang mewajibkan para pengikutnya yaitu mengakui bahwasanya 
Al-Qur‟an itu merupakan Makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta Alam 
semesta. Dengan begitu banyak peristiwa yang terjadi pada masa itu yaitu dengan 
terbunuhnya Ulama-Ulama besar yang memegang teguh pendirianya serta secara 
tegas mengatakan Al-Qur‟an yang diturunkan Allah SWT itu bukanlah Makhluk.  
Imam Ahmad bin Hambal salah satu dai ulama yang secara tegas memegang 
teguh prinsip serta keyakinanya, bahkan beliau dianggap sebagai kelompok 
penentang pada pemerintahan Khalifah Al-Ma‟un. Karena tidak mengikuti apa 
yang telah diperintahkan Khalifah Al-Ma‟mun, Imam Hambali ditangkap serta 
dibawa untuk bertemu dengan Khalifah Al-Ma‟mun. Dalam perjalananya 
Khalifah Al-Ma‟mun telah dikabarkan wafat dan dialihkan dengan putra dari 





tersebut, Al-Mu‟Tashim melanjutkan apa yang telah disepakati untuk para 
pembangkang dapat disiksa dan dipenjarakan begitupun dengan Imam Ahmad bin 
Hambal. Setelah Al-Mu‟tashim wafat, dialihkan lagi kekhalifaan kepada Al-
Wasid, pada Khalifa Al-Wasiq ini lebih kejam dalam kepemimpinannya serta 
Imam Ahmad bin Hambali menerima kekejaman tersebut. Kemudian setelah 
wafat Al-Wasid itu dialihkan lagi ke Al-Mutawakkil Billah. Khalifah tersebut 
memberikan kebebasan dari hukuman yang telah dilalui Imam Ahmad. Dimana 
Imam Ahmad sangat begitu dimuliakan serta dihargai oleh Al-Mutawakkil Billah.  
Imam Ahmad pada saat dipenjara dengan mendapat beberapa hukuman 
diantaranya dipukul, dicambuk, serta penderitaan-penderitaan lainya. Setelah 
keluar dari penjara beliau mendapatkan ujian berupa gelimah harta serta 
kedudukan yang sangat terpandang, namun semua itu tidak diambilnya melainkan 
diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.  
Pada umur beliau yang berusia 40 tahun barulah beristri seorang 
perempuan yang bernama Aisyah Binti Fathal. Dan dikaruniai anak laki-laki yang 
bernama Shalih. Tidak lama setelah itu istri dari beliau meninggal dunia  dengan 
meninggakan seorang anak. Kemudian beliau beristri lagi dengan wanitar yang 
bernama Raihanah. Dengan dikaruniai seorang putra yang bernama Abdullah. 
Kejadian beliau pun terulang kembali dimana istri beliau wafat yang kedua 
kalinya dengan meninggal satu orang anak laki-laki. Dengan memiliki perjalanan 
hidup yang menyengsarakan setelah keluar dari penjara. Imam Ahmad bin 





akhirnya Imam Ahmab wafat pada hari Jum‟at 12 Rabiul Awal 241 H/ 885 M 
serta Beliau dimakamkan didaerah kota Baghdad.
24
   
2. Istinbath Hukum Mazhab Hambali Tentang Istibdal Wakaf  
Secara garis besarnya metode istinbath hukum merupakan bagian dari 
metode dalam penemuan hukum Islam yang diperlukan dalam pengkajian hukum 
yang besifat secara umum dengan pengkajian pada permasalahan dari waktu ke 
waktu yang secara jelas tidak ditemukan di dalam Al-Qur‟an. Dengan demikian 
permasalahan ini diakibatkan terputusnya pewahyuan  dengan wafatnya Nabi 
Muhammad SAW. Oleh karena itu, Agama Islam tetap membuka ruang dalam 
penyelesaian problematika Ummat yang terus ada serta tidak ditemukan secara 
jelas di dalam Al-Qur‟an.  
Adapun istinbath hukum dari Imam Ahmad bin Hambal yang digunakan 
dalam praktik istibdal yaitu ijma‟ yang dilakukan oleh Umar bin Khatab sebagai 
berikut:    
ٍُْم اْْلَو ًَ َّللّاُ َػْىهُ  -ُل: ماَ ُزِوَي َمْه أَْن ُػَمَس ْتُه اْنَخطَابِ َّانَدنِ ٌِْم إِنَى  َمَكاِن آَخٍس، -َزِض وَقََم َمْسِجُد اْنُكْىفَِح اْنقَِد  
ٌَْه، فََهَرا إِْتَداُل نَِؼَسَصِح اْنَمْسِجد  ِ َوَصاَز اْْلََوُل َسْىقًا نِْهرََمِس  
 
Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah menulis pesan kepada Sa‟ad 
Abi Waqqash “Pindahkan masjid yang terletak diwilayah Tamarin dan 
jadikan Baitul mal yang menghadap ke arah Kiblat.
25
 
Surat diatas menjelaskan bahwasannya Umar memerintahkan kepada 
Sa‟ad untuk dipindahkan Baitul Mal ke arah Kiblat, karena Umar berpendapat 
bahwasaanya di Masjid akan selalu ada orang yang menunaikan shalat sehingga 
orang yang shalat di Masjid tersebut akan melihat apa yang terjadi pada Baitul 
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Mal. Hal tersebut dikarenakan berita yang beredar  bahwa seseorang telah 
membobol Baitul Mal yang ada di Kufah dan peristiwa tersebut disaksikan oleh 
para Sahahabat,serta tak seorang pun dari mereka ada yang mengingkarinya 
sehingga hal ini menjadi sebuah ijma‟ para sahabat. Dengan demikian hal yang 
menjadikan patokan pada Mazhab Hambali dalam membolehkan praktik istibdal 
wakaf, menggunakan beberapa pertimbangan dalam aspek keadaan darurat 
dengan tujuan demi kebaikan atau kemashlahatan harta benda wakaf tersebut, 
bukan terhadap objek harta benda wakaf itu. 
Kedaruratan secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu Adh Dharar 
artinya sesuatu yang muncul tanpa ada yang bisa menahannya. Arti dari ihtiyaj 
ilassyai‟ adalah sesuatu yang dibutuhkan. Dalam Mu‟jamul Wasith dikatakan 
idhtiraru ilaihi berarti seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Jadi dapat 
disimpulkan bahwasannya Darurat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan 
masyarakat dalam mencari solusi sebuah problematika. Selain gagasan darurat 
yang digunakan pada Imam Ahmad bin Hambal, gagasan kemashlahatan juga 
digunakan beliau dalam memperbolehkan praktik istibdal wakaf. konsep tersebut 
menggunakan pengambilan dari hukum Islam dalam Ushul Fiqhi dikenal dalam 
istilah Mashlahah Mursalah. Dari kedua arti tersebut yaitu kata mashlahah berarti 




Adapun beberapa Ulama yang mendefinisikan diantaranya Imam Ar-Razi 
bahwasannya mashlahah merupakan suatu perbuatan yang berguna sesuai dengan 
perintah Allah kepada hamba-Nya demi menjaga serta melestarikan agama, jiwa 
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raganya, akal sehat, keterunan serta harta benda.
27
  Sedangkan menurut Imam Al-
Ghazali mashlahah yaitu meraih kemanfaatan serta ,menolak kemudharatan. 
Imam Al-Ghazali menambahkan bahwasannya setiap mashlahat yang kembali 
untuk memelihara tujuan syara‟ yang diketahui dalam Al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟, 
Mashlahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut.
28
  Kemashlahatan merupakan 
upaya untuk memenuhi aspek kerahmatan. Kriteria penilaian antara 
kemashlahatan dan kemudharatan dibangun dari tuntunan teks syariat. Bangunan 
tuntunan dari teks syariah akan memberkan jaminan kemashlahatan duniawi dan 
ukhrawi. Kemashlahatan duniawi menyangkut pemberian manfaat, kenyamanan, 
dan keselamatan manusia di dunia, sedangkan kemashlahatan ukhrawi menuntun 
jalan keselamatan di akhirat.
29
 
Sebagaiman yang telah dilakukan Mazhab Hambali dalam memutuskan 
permasalahan dengan membolehkan melakukan praktik istibdal wakaf yaitu 
dengan cara menyelamatkan harta benda wakaf serta untuk memanfaatkan harta 
benda wakaf tersebut. Sehingga ketika harta benda wakaf tersebut sudah tidak 
dapat digunakan dan dibiarkan karena tidak memunculkan kemanfaatan 
didalamnya yang dapat diambil dari harta benda wakaf tersebut maka diberikan 
kelonggaran menurut Mazhab Hambali untuk melakukan praktik Istibdal.  
3. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Istibdal Wakaf  
Problematika perwakafan memang sudah ada dari waktu ke waktu serta 
mengundang kontroversi dikalangan para Mazhab, dimulai dari penetapannya, 
subtansinya, hukumnya, kebolehan harta benda wakaf untuk di istibdalkan, harta 
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benda wakaf tersebut diberikan ke siapa dan cara prosedurnya. Dalam melakukan 
perwakafan memang selalu ada dimensi perubahan baik itu tempat, waktu serta 
objek dari harta benda wakaf tersebut. sehingga yang dipakai dalam melakukan 
praktik Istibdal itu hampir keseluruhan menggunakan fiqih wakaf yang bersifat 
ijtihad yang bukan bersifat pasti.  Dengan begitu dapat menjadikan perbedaan 
pandangan pada Ulama Mujtahid. Wakaf tersebut perintahnya yang bersifat tidak 
memiliki kenalaran namun bersifat memiliki kenalaran serta tujuannya untuk 
memberikan kemashlahatan pada masyarakat.   
Salah satu bentuk faktor yang menjadi perselisihan antar Imam Mazhab 
mengenai perwakafan yakni boleh atau tidaknya melakukan penukaran atau 
penjualan harta benda wakaf , dengan  istilah  yang terdapat dalam fiqih disebut 
Istibdal. Imam Mazhab dalam menyikapi istibdal ini berbeda-beda pula, ada yang 
memudahkan praktik istibdal ada pula yang mempersulit, bahkan ada yang 
melarang melakukan praktik istibdal kecuali dalam kondisi sangat darurat dan hal 
itu sangat jarang terjadi.   
Berkaitan dalam praktik istibdal wakaf dalam pandangan Mazhab Hambali 
memperbolehkan melakukan praktik tersebut sekalipun wakaf  itu harta benda 
yang tidak bergerak seperti masjid. Adapun alasan kebolehan melakukan praktik 
istibdal  menurut Mazhab Hambali yaitu:
30
    
a. Jika manfaat harta benda wakaf sudah tidak ada, maka harta benda wakaf 
tersebut dibolehkan untuk diperjualbelikan  
b. jika harta benda wakaf sudah terjual, maka hasil dari penjualan tersebut boleh 
dibelikan dengan harta benda wakaf lainnya yang dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat umum.  
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c. Jika harta benda wakaf masih dapat memberikan manfaat walaupun sedikit, 
maka harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual. Namun hal tersebut 
dibolehkan ketika dalam keadaan darurat.  
d. Jika harta benda wakaf  berupa hewan, namun sudah tidak dapat dimanfaatkan 
lagi maka harta benda wakaf  berupa hewan tersebut dapat dijual kemudian 
hasil tersebut dibelikan hewan lain yang dapat memberikan kemanfaatan 
kepada masyarakatu umum.  
e. Jika harta benda wakaf itu berupa masjid, dibolehkan untuk ditukarkan atau 
digantikan jika memang benar-benar benda tersebut sudah tidak dapat 
menimbulkan kemanfaatan didalam masyarakat.  
Alasan tersebut dapat dipahami menurut pandangan Mazhab Hambali 
bahwasanya apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi 
dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali 
menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau 
masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada ditempat yang 
tidak lagi digunakan untuk shalat dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau 
seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak 
mungkin dibangun lagi dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari 
masjid tersebut kecuali dengan menjualnya atau menggantikannya yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi 
secara keseluruhannya, maka keseluruhan dari masjid tersebut  harus dijual.
31
    
 
Imam Ahmad berkata: “jika didalam masjid itu terdapat dua batang kayu 
yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya 
diberikan kepada masjid tersebut.” 
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Mazhab Hambali merupakan Mazhab yang terdepan dalam 
melegalisasikan praktik istibdal wakaf  terhadap harta benda wakaf seperti masjid. 
Menurut Mazhab ini istibdal wakaf pada masjid dibolehkan, baik itu sebagian dari 
masjid ataupun keseluruhan yang sudah tidak mendatangkan kemashlahatan 
kepada masyarakat umum. Selain itu, mengenai pihak yang berhak menjual serta 
mengganti barang wakaf menurut Mazhab Hambali yang menentukan yaitu 
Hakim, jika diperuntukkan untuk kemashlahatan umum. Sedangkan harta benda 
wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu maka yang dapat 
menentukkan adalah nazir namun tetap meminta izin kepada Hakim. 
Pertimbangan yang dipakai oleh Mazhab Hambali dalam melibatkan hak terhadap 
nazir untuk dapat menjual dan mengganti barang wakaf, jika wakaf tersebut 
diberikan bagi orang-orang tertentu yakni Mazhab Hambali meyakini 
bahwasannya  kepemilikan harta benda wakaf terdapat pada penerima wakaf.
32
  
Pada dasarnya esensi dari perwakafan merupakan suatu kekekalan atau 
keabadian terhadap harta benda wakaf. dalam pandangan Mazhab Hambali yang 
berkembang memang harta benda wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan ataupun 
diwariskan jika kemanfaatan masih bisa digunakan oleh masyarakat, namun 
perwakafan dapat mengalami disfungsi jika sudah tidak dapat memberikan 
kemanfaatan kepada masyarakat maka praktik istibdal wakaf adalah salah satu 
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ANALISIS PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HAMBALI 
TENTANG ISTIBDAL WAKAF  
A. Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Tentang Istibdal Wakaf  
Imam Malik termasuk Ulama Mazhab yang tidak membolehkan 
melakukan praktik Istibdal wakaf pada harta benda yang tidak bergerak dengan 
dasar pertimbangan harta benda wakaf yang tidak bergerak itu memiliki 
kekekalan didalamnya. Mazhab ini membagi dua keadaan dalam melakukan 
praktik istibdal diantaranya: apabila berupa masjid, Mazhab Maliki membolehkan 
mengganti mesjid dengan tanah mesjid dan jika berupa properti yang bernilai 
maka tidak boleh menjualnya ataupun menggantinya kecuali dalam keadaan 
darurat seperti perluasan Mesjid, jalanan umum dan kuburan. Berbeda halnya 
dengan harta benda wakaf yang bergerak dalam melakukan praktik istibdal 
dibolehkan dengan melihat kemashlahatan yang ada karena menurutnya harta 
benda wakaf yang bergerak tidak memiliki kekekalan didalamnya.  adapun contoh 
dari harta benda yang bergerak ialah Hewan, Mobil, Uang dan lain sebagainya.  
 
Imam Malik mengatakan wakaf dibolehkan dijual dalam tiga keadaan 
diantaranya: Pertama, manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang 
diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan tersebut dapat diikuti. 
Kedua, apabila barang wakaf tersebut termasuk jenis barang wakaf 
bergerak dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya harga 
penjualannya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau sepadan 
dengan barang wakaf itu. Ketiga barang yang tidak bergerak boleh dijual 
untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan. Sedangkan untuk 
keperluan selain itu tidak boleh dijual, bahkan hingga barang tersebut 
rusak dan tidak berfungsi sekalipun.
1
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Salah satu dari tujuan disyariatkannya wakaf yaitu untuk mengekalkan 
kemanfaatan harta benda wakaf selama-lamanya demi keperluan beribadah 
maupun keperluan masyarakat lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. dengan 
hal tersebut pandangan Mazhab Maliki ini tidak membolehkan melakukan praktik 
istibdal pada harta benda wakaf yang tidak bergerak berupa mesjid dan lain 
sebagainya disebabkan karena wakaf tersebut sudah pindah menjadi milik Allah 
dan tempat yang rusak tadi masih bisa digunakan untuk sholat. Pada dasarnya 
Imam Malik tidak memperbolehkan adanya istibdal wakaf dikarenakan harus 
mempertimbangkan kekekalan benda wakaf tersebut. Dengan begitu jika harta 
benda wakaf masih dapat digunakan seperti halnya harta benda wakaf yang tidak 
bergerak itu sudah rusak namun memiliki kemanfaatan walaupun hanya sedikit 
menurutnya tidak diperbolehkan untuk menjual atau menggantikan harta benda 
wakaf yang tidak bergerak itu. namun jika untuk keperluan perluasan mesjid, 
jalanan ataupun kuburan itu dapat dibolehkan melakukan praktik istibdal.  
Menurut pandangan Mazhab Hambali praktik istibdal ini tidak dibedakan 
antara harta benda wakaf yang tidak bergerak dan harta benda wakaf yang 
bergerak karena menurutnya harta benda wakaf jika sudah tidak memiliki 
kemashlahatan kepada masyarakat maka dapat ditukarkan ataupun 
diperjualbelikan (istibdal). menurut pandangan Mazhab Hambali bahwasanya 
apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, 
seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati 
serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan 
penduduknya sehingga masjid itu berada ditempat yang tidak lagi digunakan 
untuk shalat dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid 
itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi dan 





dengan menjualnya atau menggantikannya yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Namun jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara 
keseluruhannya, maka keseluruhan dari masjid tersebut  harus dijual.
2
  Pandangan 
beliau terkait praktik istibdal wakaf memang terlihat berbeda dengan Mazhab 
yang lainnya. Hal tersebut disebabkan yang menjadi fokus dari tujuan Beliau 
yakni demi mewujudkan serta mempertahankan benda wakaf yang bersifat kekal. 
Alasan yang mendasar dalam kasus tersebut adalah ketika pengekalan wakaf 
dengan cara mengekalkan harta benda wakaf tidak dapat dilakukan, maka manfaat 
dari benda wakaf tersebut yang akan menjadi objek penting dalam keabadiannya. 
Selain itu walaupun istibdal wakaf diperbolehkan. Mazhab Hambali tetap 
memberikan batasan-batasan dalam perizinan untuk melaksanakan praktik istibdal 
wakaf. Mazhab ini membatasi praktik istibdal wakaf dapat dilakukan dengan 
syarat jika harta benda wakaf tersebut dalam keadaan darurat serta dapat 
mempertimbangkan kemanfaatan kepada masyarakat. 
Penjelasan diatas bahwasannnya kedua Mazhab tersebut memiliki 
perbedaan yang signifikan dalam melakukan praktik istibdal wakaf dimana pada 
pandangan Mazhab Maliki membedakan dua bagian yakni harta benda wakaf 
yang bergerak dan harta benda wakaf yang tidak bergerak. menurutnya, harta 
benda wakaf yang tidak bergerak itu tidak diperbolehkan melakukan praktik 
istibdal kecuali dengan keadaan yang sangat darurat seperti perluasan masjid, 
digunakan untuk membuat jalan dan kuburan. Sedangkan  benda wakaf yang 
bergerak pada pandangan Mazhab Maliki membolehkannya melakukan praktik 
istibdal dimana menurutnya harta benda yang bergerak tidak memiliki kekekalan 
didalamnya. Berbeda halnya dengan Mazhab Hambali yang membolehkan 
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melakukan praktik istibdal serta tidak membedakan baik itu benda wakaf yang 
bergerak maupun benda wakaf yang tidak bergerak menurutnya sama jika sudah 
tidak memiliki kemashlahatan untuk masyarakat umum maka harta benda wakaf 
tersebut harus dijual ataupun digantikan dengan yang lebih bermanfaat.   
 
B. Istinbat Hukum Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki Tentang Istibdal 
Wakaf  
 Mazhab Hambali dapat diklasifikasikan pada Ulama yang setuju terhadap 
pernyataan bahwa wakaf tidak termasuk perintah yang sifatnya ta‟abbudiy (tidak 
dapat diasionalkan), tapi lebih bersifat ta‟aqquliy (dapat dirasionalkan) dengan 
tujuan yang akhirnya yakni dapat memberikan sebuah kemanfaatan terhadap 
Umat.  
Penjelasan sebelumnya telah memberikan pemahaman bahwasannya 
hukum asal dari praktik istibdal dalam aset perwakafan yakni suatu benda wakaf 
yang tidak dapat diperkenankan jika kondisinya masih memberikan kemanfaatan 
kepada masyarakat kecuali dalam kondisi darurat serta untuk sebuah 
kemashlahatan dalam menjaga keberlangsungan kemanfaatan pada wakaf secara 
berkelanjutan sebagaimana diketahui bahwa harta benda wakaf merupakan 
shadaqah jariah.  
Sebagaimana istinbat Hukum pada praktik istibdal wakaf yang digunakan 
oleh Mazhab Hambali yakni Ijma‟ Sahabat sebagai berikut:  
 
ٍُْم اْْلَو ًَ َّللّاُ َػْىهُ  -ُل: ماَ ُزِوَي َمْه أَْن ُػَمَس ْتُه اْنَخطَابِ َّانَدنِ ٌِْم إِنَى  َمَكاِن آَخٍس، -َزِض وَقََم َمْسِجُد اْنُكْىفَِح اْنقَِد  





Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah menulis pesan kepada Sa‟ad 
Abi Waqqash “Pindahkan masjid yang terletak diwilayah Tamarin dan 
jadikan Baitul mal yang menghadap ke arah Kiblat.
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Istinbat Hukum yang digunakan Mazhab Hambali terkait dengan istibdal 
wakaf diperbolehkannya dengan pertimbangan kemaslahatan untuk kemanfaatan 
kepada masyarakat jika harta benda wakaf tersebut sudah tidak dapat digunakan 
lagi. Namun walaupun Mazhab Hambali memperbolehkan melakukan istibdal 
wakaf, Mazhab ini membatasi mekanisme tersebut. Diantara batasan yang 
digunakan Mazhab Hambali sebagai berikut:  
1. Bahwa istibdal wakaf berupa Masjid Mazhab Hambali membolehkan 
berdasarkan pada ijma‟ sahabat yang telah melakukan perpindahan Masjid. 
Namun Mazhab Hambali membolekan melakukan praktik Istibdal jika 
dalam keadaan darurat atau Masjid tersebut sudah tidak digunakan oleh 
masyarakat.  
2. Bahwa jika harta benda wakaf bukan Masjid, Mazhab Hambali 
berpandangan praktik istibdal harta wakaf dibolehkan tapi dengan syarat 
harta benda wakaf sudah tidak dapat memberikan kemanfaatan kepada 
masyarakat dan jika harta benda wakaf tersebut masih dapat digunakan 
maka Mazhab hambali tidak membolehkan melakukan istibdal wakaf.  
3. Bahwa jika harta benda wakaf sudah terjual, maka hasil dari penjualannya 
dapat digunakan atau dibelikan apa saja (benda wakaf lain, sejenis maupun 
tidak sejenis), asalkan harta benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan umum.  
4. Apabila harta benda wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak dapat 
dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil dari penjualannya tidak mencukupi 
untuk membeli hewan lain yang sama jenis serta kualitasnya. Maka 
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dibolehkan untuk hewan yang lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas 
sesuai dengan uang yang didapatkan dari hasil penjualan tadi, sehingga 
dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf.  
Analisis di atas terdapat aspek kemashlahatan yang diutamakan oleh Imam 
Ahmad dalam mengambil suatu hukum dalam kebolehan melakukan praktik 
istibdal wakaf terutama harta benda wakaf yang sudah tidak dapat digunakan lagi 
dan sudah tidak memiliki kemashlahatan kepada masyarakat umum. Dalam ushul 
Fiqhi, pertimbangan aspek kemashlahatan biasa disebut maslahah mursalah dan 
mayoritas Ulama menyepakati untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam 
memnetapkan hukum Islam. Mashlahah yakni perbuatan yang bermanfaat yang 
ditujukan oleh syari‟ah (Allah) terhadap hamba-Nya demi memelihara serta dapat 
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bendanya. Mashlahah dapat 
diartikan sebagai mendapat kemanfaatan serta menolak dari kemudharatan. 
Sehingga dalam menggunakan praktik istibdal wakaf ini akan memberikan 
kemaslahatan yang lebih kepada masyarakat. Pada istibdal wakaf tidak lantas 
menggugurkan fisik dari harta benda wakaf akan tetapi hanya sebatas 
menggantikan jenis serta objeknya yang dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat.   
Mempertimbangkan kemashlahatan Umat, Imam Ahmad bin Hambal 
memiliki pertimbangan lain dalam membolehkan praktik istibdal wakaf yakni 
harus dalam keadaan darurat. Konsep darurat dalam melakukan istinbat hukum 
yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang beralasan sebagaimana 
dalam kaidah fiqhi bahwasannya keadaan darurat seseorang dibolehkan 
melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam syari‟at Islam 
dengan keadaan tersebut yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan disebabkan 
adanya kemashlahatan kepada Masyarakat. sebagaiamana dalam ketentuan kaidah 





ُس ْوَزاُخ ذُثٍُِخ انَمْخظُْىَزاخِ   انضَّ
(kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang telah dilarang)  
Kaidah ini menjadi patokan atau dasar oleh para Ulama dalam melakukan 
ijtihad terkait dengan hukum Islam. dengan begitu apa yang telah dilakukan oleh 
Madzah Hambali tentang kebolehan istibdal wakaf dapat diterima dengan akal 
pikiran serta mempunyai landasan yang kuat dan jelas. Selain itu pandangan 
Imam Ahmad bin Hambal terkait dengan bolehnya melakukan istibdal wakaf bila 
kita tarik relevansinya  dengan era kontemporer ini maka sangat sesuai sekali. Hal 
tersebut dapat disesuaikan jika harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan 
lagi oleh masyarakat dengan alasan rusak atau bencana kemudian tidak dapat 
dipergunakan seperti sediakala dan membiarkannya begitu saja maka hal tersebut 
dapat dikatakan mubazir serta menyia-nyiakan atau membiarkan harta benda 
wakaf serta akan menimbulkan mudharat pada masyarakat. Berbeda dengan 
Mazhab Maliki dalam memberikan dasar hukum terkait dengan masalah praktik 
Istibdal wakaf. Mazhab ini lebih terkesan kaku dan membedakan dua bagian pada 
benda wakaf yakni benda wakaf yang bergerak dan benda wakaf yang tidak 
bergerak. dalam pandangan Mazhab Maliki harta benda wakaf dapat melakukan 
istibdal wakaf jika rusak dan tidak dapat berfungsi lagi ini berlaku pada harta 
benda wakaf yang bergerak. namun berbeda halnya pada harta benda wakaf yang 
tidak bergerak menurutnya harta benda wakaf yang tidak bergerak memiliki 
kekekalan didalamnya Sehingga, dalam melakukan istibdal wakaf dibolehkan jika 
dalam keadaan darurat saja seperti perluasan masjid, pembuatan jalanan dan 
kuburan selain dari hal tersebut tidak bisa melakukan praktik istibdal wakaf. 
sebagaimana pandangan Mazhab Maliki yang menggunakan istinbat hukum 





ٍِْه َوسَ  ًِّ َصهَّى َّللاُ َػهَ َثَس أَْزَضا فَاَذَى انىَّثِ ٍْ ًَ َّللاُ َػْىهَُما قَاَل أََصاَب ُػَمُس تَِخ هََّم فَقَاَل َػْه اْتِه ُػَمُس َزِض
ٍَْف ذَأُْمُسِوً تِِه قَاَل إِْن ِشْىَد َدثَّْسَد أَصْ  هََها َوَذَصدَّْقَد تَِها أََصثَُد أَْزَضا نَْم أُِصْة َماََّ قَظُّ أَْوفََس ِمْىهُ فََك
قَاِب َوفِ  ًْ اْنفُقََساِء َواْنقُْستَى َوانسِّ ٍِْم َّللاِ فَرََصدََّق ُػَمُس أَوَّهُ ََّ ٌُثَاُع أَْصهَُها َوََّ ٌُىَهُة َوََّ ٌُْىَزُز فِ ًْ َسثِ
ٍِْم ََّ ُجىَاَح َػَهى َمْه َونٍََِها أَْن ٌَأُكُم ِمْىَها  ثِ ٍِْف َواْتِه انسَّ ٍِْه.َوانضَّ ٍل فِ ٍَْس ُمرََمىِّ ٌْقًا َغ  تِاْنَمْؼُسْوِف أَْو ٌُْطِؼَم َصِد
Artinya:  
Diriwayatkan dari Ibnu „Umar ra, bahwa Umar Ibn Khattab memperoleh 
tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh  tanah yang belum pernah 
peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa 
yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW 
menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedehkahkan 
(hasilnya)”. Ibnu Umar berkata, “maka Umar menyedehkakan tanah 
tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak 
dihibahkan dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, 
riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi 
orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma‟ruf 
(wajar) atau memberikan makan seorang teman, dengan tanpa 
menjadikannya sebagai harta hak milik. (H.R Al-Bukhari)
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Istinbat hukum pada hadis diatas jelas bahwasannya tidak boleh dijual, 
dihibahkan dan diwariskan. Hal tersebut dapat diketahui karena harta benda wakaf 
yang telah diwakafkan telah hilang kepemilikannya sehingga hanya dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  Dengan dijadikan sebuah dasar hukum 
maka Imam Malik sangat berhati-hati dalam menggunakan istibdal wakaf apalagi 
pada harta benda wakaf yang tidak bergerak Mazhab ini tidak membolehkan 
kecuali dalam keadaan darurat saja. Sebagaimana Imam Malik mengatakan 
bahwasanya praktik istibdal wakaf diperbolehkan dalam tiga keadaan sebagai 
berikut:   
1. manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu 
dijual, sehingga persyaratan tersebut dapat diikuti. Dengan begitu para 
nazir atau Hakim akan mengikuti syarat yang disampaikan oleh wakif. 
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2. apabila barang wakaf tersebut termasuk jenis barang wakaf bergerak dan 
tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya harga penjualannya bisa 
digunakan untuk barang yang sejenis atau sepadan dengan barang wakaf 
itu. 
3. barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, 
jalan dan kuburan. Sedangkan untuk keperluan selain itu tidak boleh 
dijual, bahkan hingga barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun  
Pandangan dari kedua Mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwasanya 
pada Mazhab Hambali dan Mazhab maliki yang sesuai pada keadaan saat ini 
yakni pada Mazhab hambali terkait dengan bolehnya melakukan istibdal wakaf 
bila kita tarik relevansinya  dengan era kontemporer ini maka sangat sesuai sekali 
pada Mazhab Hambali. Hal tersebut dapat disesuaikan jika harta benda wakaf 
yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat dengan alasan rusak atau 
bencana kemudian tidak dapat dipergunakan seperti sediakala dan 
membiarkannya begitu saja maka hal tersebut dapat dikatakan mubazir serta 
menyia-nyiakan atau membiarkan harta benda wakaf serta akan menimbulkan 
mudharat pada masyarakat.  
C. Relevansi Pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Terhadap 
Pemberdayaan Wakaf di Indonesia 
Negara Indonesia dalam pelaksanaan serta pengelolaan perwakafan telah 
diatur sedemikian rupa sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam fiqhi tidak 
banyak membahas secara detail dan lengkap terkait dengan perwakafan namun, 
jika dalam PP No. 28 Tahun 1977 serta Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 





Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Terkait dengan perwakafan 
yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2004 bahwasanya para wakif  yang akan mewakafkan harta benda tersebut harus 
menemui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang digunakan dalam 
melakukan ikrar dalam perwakafan.  
Pengelolah wakaf wajib mengembangkan harta benda wakaf yang sejalan 
dengan tujuannya, kemanfataanya dan fungsinya. Pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf oleh nahzir sebagaimana yang termaktub didalam pasal 42 
dikerjakan harus sesuai pada ketetapan syariah Islam.  para Ulama sepakat 
bahwasannya nazhir diamanahkan dalam menjaga harta benda wakaf. sebagai 
orang yang mendapatkan kepercayaan penuh, nazhir juga tidak bertanggung 
jawab untuk mengganti harta benda wakaf yang hilang, bilamana hilangnya harta 
benda wakaf tersebut bukan harena faktor kesengajaan atau kelalaiannya. Pada 
pasal 43 ayat (1) pertama, bahwasannya pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf itu harus dilakukan secara ptoduktif. Kedua, dalam hal 
pengembangan serta pengelolaan wakaf tersebut diperlukan penjamin syariah. 
Ketiga, dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf tersebut nazhir tidak 
diperbolehkan melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali dengan izin 
tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Keempat, harta benda wakaf hanya dapat 
diberikan jika tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang 
dinyatakan dalam ikrar wakaf.   
Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 
tentang perwakafan diantaranya:  
1. Pengelolaan harta benda wakaf, nazhir dapat diberhentikan atau digantikan 





a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan  
b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum  
c. Atas permintaan sendiri   
d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan melanggar ketentuan 
larangan dalam pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf 
sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap.   
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tekait dengan 
perwakafan, begitupun dalam permasalahan praktik istibdal dimasukkan dalam 
aturan hukum pengecualian seperti yang tercantum dalam Bab IV Pasal 40 dan 
pasal 41 ayat 1. Meskipun dalam perwakafan ini pada awalnya dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 2004 melarang harta benda wakaf untuk digunakan sebagai 
berikut:  





6. Ditukar ataupun 
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
Namun terdapat pengecualian terkait dengan melakukan praktik istibdal 





(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan 
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syariah.  
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan 
Badan Wakaf Indonesia.  
(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukarkan 
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya 
sama dengan harta benda wakaf semula.  
(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur leboh lanjut dengan 
peraturan pemerintah.  
 Keterangan yang termaktub dalam Pasal 40 dan Pasal 41, jelas 
bahwasannya pada pasal tersebut membolehkan dalam melakukan praktik istibdal 
wakaf. Namun harus disertai dengan sikap kehati-hatian dalam melakukan praktik 
istibdal tersebut serta masih menegaskan upaya dalam melestarikan keabadian 
harta benda wakaf bila harta benda wakaf tersebut masih dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. Namun dilihat dari sisi lainnya membuka prakrik istibdal 
dapat mempermudah dalam problematika perwakafan.  
Memperhatikan isi dari aturan perundangan pada Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga dapat 





penjualan ataupun penggantian (istibdal) harta benda wakaf. Namun dalam 
Undang-Undang tersebut juga mempunyai prinsip kehati-hatian dalam proses 
praktik Istibdal wakaf.  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan Pasal 43 mengatur 
pengelolaan perwakafan bahwasannya nazir wajib mengelolah dan 
mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan 
peruntukan wakafnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
mengatur prinsip dalam menjaga dan melestarikan perwakafan, dengan poin-point 
yang menitikberatkan bahwa wakaf harus dilakukan secara produktif, selain itu 
terdepat pada point keempat bahwa bagi perwakafan yang ditelantarkan atau yang 
berasal dari luar negeri, maka pemgelolaan serta pengembanganya dari 
perorangan warga Negara asing ataupun organisasi asing serta badan hukum asing 
yang berskala nasional ataupun internasional, serta harta benda wakaf yang 
diterlantarkan dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.   
Pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut 
dipaparkan bahwa ada kewajiban untuk mengelolah serta mengembangkan wakaf 
secara produktif serta tidak mrnghendaki adanya wakaf yang diterlantarkan. 
Dengan menggunakan jalan unruk mengembangkan harta benda wakaf agar tetap 
produktif yakni dengan cara melakukan praktik istibdal wakaf yang sudah tidak 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan digantikan dengan harta benda wakaf 
yang lebih bermanfaat sehingga wakaf tersebut tetap dapat memberikan 
kemanfaatan bagi Umat.  
Setelah dicermati dan dianalisis bahwa dalam pengelolaan wakaf terutama 
di Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 





pemberdayaan wakaf yang ada di Indonesia dari kedua Mazhab yakni Mazhab 
Hambali dan Mazhab Maliki yaitu terdapat pada Mazhab Hambali yang secara 
subtansinya ini sama dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf. Secara garis besarnya dari ketetapan baik itu dari Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pandangan 
Mazhab Hambali terkait dengan praktik Istibdal ini sama-sama memiliki persepsi 
terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 
memperbolehkan melakukan praktik istibdal diantara kesamaan dari keduanya 
yaitu: Pertama, bahwa baik  Mazhab Hambali maupun Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf membolehkan melakukan praktik istibdal. Kedua, 
walaupun dibolehkan dalam melakukan praktik istibdal wakaf namun pada 
dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan 
pandangan Mazhab Hambali ini mendasari dengan asas kemashlahatan kepada 
masyarakat dengan disertai pada unsur kehati-hatian. Ketiga, Subjek yang 
dibolehkan untuk melakukan melakukan praktik istibdal yaitu Hakim atau orang 
yang mengelolah wakaf (nazhir) serta tidak diperbolehkan dengan sembarang 









A. Kesimpulan  
Setelah mencermati dan menganalisa yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Perbedaan pandangan pada Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki terkait 
dengan praktik istibdal bahwa Mazhab Hambali memperbolehkan 
melakukan praktik istibdal serta tidak membedakan harta benda wakaf 
yang bergerak ataupun tidak bergerak. Mazhab ini pun cenderung lebih 
mengedepankan kemanfaatan pada harta benda wakaf jika sudah tidak 
dapat digunakan oleh masyarakat maka Mazhab tersebut memberikan 
kelonggaran untuk dapat melakukan praktik istibdal. Berbeda halnya 
dengan Mazhab Maliki yang membedakan praktik istibdal, menurutnya 
praktik istibdal dibagi menjadi dua bagian yaitu harta benda wakaf yang 
bergerak dan harta benda wakaf yang tidak bergerak. pada harta benda 
wakaf yang bergerak Mazhab Maliki membolehkan melakukan praktik 
istibdal dengan syarat harta benda wakaf yang bergerak itu sudah tidak 
dapat dimanfaatkan lagi. Sedangkan pada harta benda wakaf yang tidak 
bergerak Mazhab ini membatasi dalam melakukan praktik istibdal 
menurutnya harta benda wakaf yang tidak bergerak hanya dapat 
ditukarkan jika terdapat keadaan darurat saja diantaranya perluasan mesjid, 
kuburan dan jalanan umum.  
2. Istinbat hukum kedua Mazhab ini menggunakan istinbat yang berbeda-
beda, pada Mazhab Hambali dalam menentukan kebolehan praktik istibdal 





dari Umar bin Khatab sedangkan pada Mazhab Maliki tidak membolehkan 
melakukan praktik istibdal kecuali dalam keadaan darurat dan istinbat 
hukum yang digunakan oleh Mazhab ini yaitu Hadis Nabi.  
3. Kebolehan melakukan praktik istibdal pada Mazhab Hambali ini cukup 
relevan dengan kondisi di Indonesia, dimana dalam peraturan perwakafan 
di Indonesia yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2014 tentang Wakaf telah sesuai dengan Mazhab Hambali serta 
sama-sama memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan kemanfaatan 
wakaf dan memberdayan harta benda wakaf.  
 
B. Implikasi Penelitian  
Setelah melakukan penelitian, implikasi yang dapat penyusun ajukan 
sebagai berikut:  
1. Dengan adanya kebolehan dalam melakukan praktik istibdal wakaf ini, 
dapat memudahkan serta membantu dalam menentukan problematika 
dikalangan masyarakat terkait dengan praktik istibdal wakaf yang sesuai 
dengan aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
2. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai literatur berikutnya yang sama-sama membahas tentang Praktik 
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